
  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR || TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

5. BUPATI GORONTALO, 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6) 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu Menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pemilihan Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 

“ 1822): 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negera 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4060), 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 

5234), 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Talun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomer 5679), 

Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

l1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 632t), 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
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57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864): ) 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negera 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89): 

9. Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 80 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 

2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 18 Nomor 15, 

enbahan: Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo 

Narrar!95Sh 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal ! 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gorontalo sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Gerontalo. 

4. Kecarnatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 

daerah Kabupaten Gorontalo. 

S3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinetor 

penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan 

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 

kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menansan: 

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan 

tugas umum Pemerintahan. 
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10. 

12. 

13. 

14, 

-.d- 

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 

rumah tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berada di Daerah. i 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerirtah Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 

rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 

Pernerintah dan Pemerintah Daerah. 

. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 

adalah Ie mbaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan vang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk” Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, vang 

selanjutnyadisebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan 

rakyat melalui Perwakilan Pemilih dalam rangka memilih 

anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang 

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah penyelenggara 

pemilihan anggota Badan Perriusyawaratan Desa yang 

mandiri dan tidak memihak. 

Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 

disebut Calon adalah bakal calon anggota Badan 

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan sebagai Calon anggota 

BAN yang berhak — dipilih dalampemilihan Badan 

Permusyawaratan Desa. 
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15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan 
lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. 

15. Wilayah Pemilikan adalah Dusun atau gabungan Dusun 

tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil 

tertentu dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. 

17. Perwakilan Perempuan adalah anggota BPD dari unsur 

perempuan yang dipilih berdasarkan keterwakilan perempuan. 

18. Perwakilan Pemilih adalah pemilih yang berhak menggunakan 

hak pilih dalam pemungutan suara pada Pemilihan Badan 

Permusyawaratan Desa. 

19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS 

adalah tempat dilaksanakannva pemungutansuara. 

20. Hari adalah hari kerja. 

BAB II 

ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 

Asas 

Pasal 2 

Pengisian anggota BPD dilakukan melalui Pemilihan yang 

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, 

rahasia, jujur, dan adil. 

Bagian Kedua 

Prinsip Pelaksanaan 

Pasal 3 

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan 

melalui: 

a. Pemilihan berdasarkan keterwakilan wilayah, dan 

b. Pemilihan berdasarkan Perwakilan Perempuan. 

Pasal 4 

(1) Pemilihan berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana 

dimaksud daiam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih 

calon anggota BPD dari unsur wakil Wilayah Pemilihan 

dalam Desa. 

(2) Unsur wakil! wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (I! 

Has, skpo Has 1 | SekDa jwasuP 
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(3) 

(4) 
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adalah masyarakat Desa dari Wilayah Pemilihan dalam 

Desa. 

Wilayah Pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah lingkup wilayah Dusun atau gaburigan 

Dusun tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki 

wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. 

Jumlah anggota BPD dari masing-masing Wilayah 

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

secara proporsional dengan memperhatikan jumlah 

penduduk. 

Pasal 5 

Pemilihan berdasarkan keterwakilan perempuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan 

untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota 

BPD. 

Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) 

adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat 

Calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam 

menyuarakan dan memperjuangan kepentingan 

perempuan. 

Pemilihan Perwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang 

memiliki hak pilih. 

Pasai 6 

Pemilihan dilaksanakan secara bergelombang. 

Setiap gelombang Pemilihar sebagaimana dimaksud ayat (!) 

dilaksanakan secara serentak. 

Pemungutan suara pada Pemilihan serentak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Hari yang sama. 

Pemilihan secara bergelombang d'laksanakan sebanyak 3 

(tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. 

Pemilihan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilakukan dengan interval waktu selama 2 (dua) tahun. 
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BAB III 

TAHAPAN PEMILIHAN 

Bagian Kesatu Umum 

Pasal 7 

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan: 

Aa. persiapan: 

0. penetapan WilayahPemilihan 

. penetapan PerwakilanPemilih 5 

. pencalonan, 

. Sosialisasi Calon D 
e
n
 

pemungutan suara:dan 

g. penetapan. 

Pasal 8 

(11 Tahapan Pemilihan dimulai 6 (enam) bulan sebelum masa 

jabatan anggota BPD berakhir. 

(2) Jadwal pelaksanaan kegiatan Pemilihan tercantum dalam 

Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Lampiran jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bersifat tentatif. 

Bagian Kedua 

Persiapan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 9 

Kegiatan dalam tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf a, adalah: 

a Pemberitahuan kepada Bupati oleh Kepala Desa tentang 

akhir masa jabatan anggota BPD: 

bh. pembentukan Panitia Pemilihan: 

C. penyusunan rencana biaya Pemilihan oleh Panitia Pemilihan: 

dan, 

d. persetujuan biaya Pemilihan oleh Kepala Desa. 

Re” Op Ts map 
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Pasal 10 

(1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 
disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa 

jabatan anggota BPD berakhir: 

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

b dibentuk dan ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) 
Hari setelah pemberitahuan kepada Bupati tentang akhir 
masa jabatari anggora BPD: 

8) Rencana biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 huruf c diajukan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan 

anggota BPD dengan tembusan disampaikan kepada Bupati 

dan Camat dalam jangka waktu 15 lima belas) Hari setelah 

ditetapkannya Panitia Pemilihan: i 
(| Fersetujuan biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf d ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 

10(sepuluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan 

anggota BPD. 

Paragraf 2 

Panitia Pemilihan 

Pasal li 

(1) Panitia Pemilihan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala 

Desa. 

(2) Panitia Pemilihan dibentuk untuk masa jabatan selama 

pelaksanaan Pemilihan. 

(3) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak. 

Pasal 12 

1) Panitia Pemilihan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan 

paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas 

unsure perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan 

selehihnya berasal dari unsur masyarakat. 

8? Komposisi kepengurusan Panitia Pemilihan terdiri dari: 

a. | (satu) orang ketua merangkap anggota: 

b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota: 

Cc. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota: 

d. 1 (satu) orang wakil sekretaris merangkap anggota, 
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:3) 

(4) 

e. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota: 

f. 1 (satu) orang wakil bendahara merangkab anggota:dan 

4. 3 (liga) orang anggota. 

Peresrnian Panitia Pemilihan ditetapkan melalui surat 
keputusan Kepala Desa. 

Salinan surat keputusan Kepala Desa sebagairnana dimaksud 
pada ayat (3) ditembuskan kepada Camat dan BPD. 

Pasal 13 

Sebelum menjalankan tugas dan kewajiban anggota Panitia 
Pemilihan mengucapkan sumpah /janji, 

Sumpah/janji anggota Panitia Pemilihan sebagaiberikut: 

“Demi Allahf(Tuhan),saya bersumpah berjanji: Bahwa saya 

akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota 

Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan 

tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh- 

sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Panitia 

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, tegaknva 

C£mokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan 

Daerah dan Desa daripada kepentingan pribadi atau 

golongan”. 

Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dipandu oleh Kepala Desa yang didampingi rohaniwan 

setempat yang dihadiri oleh anggota BPD, masyarakat, dan 

wajib dihadiri Camat atau perangkat kecamatan yang 

mewakili. 

Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji Panitia 

Pemilihan bersangkutan menandatangani berita acara 

pengucapan Sumpah/jani. 

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat 3 

(uga) rangkap, dengan ketentuan: 

a. 1 (satu) untuk arsip PemerintahDesa, 

2. 1 (satu rangkap untuk pemerintah kecamatan:dan 

ad SKPD AS 1 | SEKDA jWABUP 
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1 (satu) rangkap untuk penitia Pemilihan bersangkutan. 

Pasal 14 

(1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena: 

a. 

b. 

C. 

d. 

C. 

berakhir masa jabatan: 

meninggal dunia, 

mengundurkan diri: 

berhalangan tetap lainnya:atau 

diberhentikan dengan tidak hormat. 

(2! Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, 

Kepala Desa mengangkat anggota Panitia Pemilihan yang baru 

menggantikan anggota Panitia Pemilihan yang berhenti. 

Pasal! 15 

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas: 

a. merencanakan ,mengkoordinasikan, 

menyelenggarakan,mengawasi dan mengendalikan 

semua tahapan pelaksanaan Pemilihan: 

menetapkan jadwal tahapanPemilihan: 

merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada 

Kepala Desa, 

menetapkan jumlah anggota BPD: 

menetapkan Wilayah Pemilihan: 

menetapkan alokasi kursi anggota BPD setiap Wilayah 

Pemilihan dan alokasi 1 (satu! kursi anggota BPD untuk 

Perwakilan Perempuan: 

menyusun daftar pemilih sementara: 

menetapkan daftar pemilih: 

memilih dan menetapkan Perwakilan Pemilih: 

menerima pendaftaran Calon: 

mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon, 

menetapkan Calon: 

menetapkan tata cara, jadwal dan lokasi sosialisasi 

Calon: 

melaksanakan sosialisasi Calon: 

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan 
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(2) 

(3) 

(4) 

-1L- 

tempat pemungutan suara, 

p. melaksanakan pemungutan suara, 

(|. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, 

menetapkan Calon terpilih, 

S. anenyampaikan Calon terpilih kepada Bupati melalui 

Kepala Desa,dan 

t. melaporkan keseluruhan pelaksanaan Pemilihan kepada 

Kepala Desa. 

Panitia Pemilihan berkewajiban: 

a. memperlakukan Calon secara acil dan setara, 

b. melaksanakan semua tahapan Pemilihan secara tepat 

waktu, 

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala 

Desa, 

d. menjaga dan melindungi data, dokumen dan 

perlengkapan Pemilihan yang dalam penguasaannya, 

e. mempertangsungjawabkan secara tertuhs kepada Kepala 

Desa atas penggunaan anggaran Pemilihan, 

f. menyerahkan semua data/dokumen dan perlengkapan 

Pemilihan kepada Kepala Desa setelah masa kerjanya 

selesai: dan 

g. mentaati segala ketentuan peraturan perundang: 

undangan yang mengatur tentang Pemilihan. 

Anggota Panitia Pemilihan dilarang: 

Tidak melaksanakan tugas: 

Memperlakukan calon tidak secara adil dan setara, 

dan/atau, 

c. Tidak mentaati segala ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang mengatur tentang pemilihan. 

Anggota Panitia Pemilihan yang melanggar larangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi 

diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal! 13 ayat (1) huruf e. 

Anggota Panitia Pernilihan yang berasal dari unsur Perangkat 

Less yang dikenakan sanksi diberhentikan dengan tidak 

henaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan 

sanksi tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan 
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(3) 

(1) 

(2) 

-19. 

yang mengatur tentang Perangkat Desa. 

Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (44 ditetapkan oleh Kepala Desa atas 

usul ketuaPanitia Pemilihan berdasarkan rapat Panitia 

Pemilihan. 

Sanksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan 

oleh Kepala Desa atas laporan Panitia Pemilihan. 

Bagian Ketiga 

Penetapan Wilavah Pemilihan 

Faragraf 1 

Jumlah Anggota BPD 

Pasal 16 

Panitia Pemilihan menetapkan jumlah anggota BPD. 

Penetapan jumlah anggota BPD didasarkan pada jumlah 

penduduk Desa bersangkutan yang ditentukan sebagai 

berikut: 

a. penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa, 

anggota BPD berjumlah 5 (lima) rang, 

b. perduduk 1501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai 

dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 

(tujuh) orang, dan 

Cc. penduduk lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, anggota BPD 

berjumlah 9 (Sembilan) orang. 

Jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2j 

berdasarkan jumlah penduduk yang disampaikan secara 

tertulis oleh Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan. 

Paragraf 2 

Wilayah Pemilihan 

Pasal 17 

Panitia Pemilihan membentuk Wilayah Pemilihan dengan cara 

mengelompokan Dusun dalam setiap Wilayah Pemilihan dan 

menetapkan jumlah alokasi anggota BPD untuk setiap 

Wilayah Pemilihan. 

Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Dusun atau gabungan Dusun tertentu yang 
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13) 

(4) 

(5) 

herdekatan dakun Desa yang memiliki wakil dengan jumlah 

Lursi tertentu dalam keanggotaan BPD. 

Jumlah Wilayah Pemilihan setiap Desa ditetapkan sebanyak 2 

(dua) Wilayah Pemilihan dengan menggunakan nama Wilayah 

Pemilihan | dan Wilavah Pemilihan 2. 

Pengelompokan Dusun dalam Wilayah Pemilihan dilakukan 

dengan cara: 

a. tahap pertama: 

i. menentukan 2 (dua) Dusun yang memiliki jarak 

terjauh di antara Dusun yang ada. 

2. setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada angka 

1 didistribusi ke Wilayah Pemilihan. 

b. tahap kedua: 

1. sisa Dusun yang belum terdistribusi sebagaimana 

dimaksud pada huruf a angka 2 disitribusi ke 

Wilayah Pemilihan. 

» distribusi Dusun sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 dilakukan dengan cara Dusun paling 

dekat dengan salah satu Dusun sebagaimana 

dimaksud pada huruf a angka 2 didistribusi 

mengikuti Wilayah Pemilihan Dusun paling dekat 

tersehut. 

Jumlah penduduk setiap Wilayah Pemilihan setelah 

Pengelompokan Dusun dalam Wilayah Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diusahakan dengan jumlah 

berimbang. 

Contoh tata cara pembentukan Wilayah Pemilihan tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 18 

Pengalokasian jumlah kursi anggota BPD untuk setiap 

Wilayah Pemilihan dilakukan dengan cara: 

1. Tahap pertama: 

menguringkan jumlah alokasi kursi anggota BPD 

sebagaiunana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan 
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1 (satu orang anggota BPD dari Perwakilan 

Perempuan. 

2. Tahap kedua: 

1 membagi jumlah penduduk di setiap Wilayah 

Pemilihan yang bersangkutan dengan bilangan yang 

diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu 

Desa dengan bilangan yang diperoleh dari hasil 

penghitungan pada tahap pertama. 
ES
 . apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud 

pada angka 1 terdapat angka pecahan, angka 

pecahan tersebut dihilangkan. 

3. bilangan yang diperoleh dari hasil perhitungan 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 

untuk setiap Wilayah Pemilihan, dialokasikan untuk 

jumJah kursi di Wilayah Pemilihan bersangkutan. 

3. Tahap ketiga: 

), mengalokasikan sisa kursi yang belum terbagi 

kepada Wilayah Pemilihan yang memiliki sisa 

penduduk terbanyak. 

2. menentukan jumlan sisa kursi yang belum 

terbagi sebagaimana dimaksud pada angka 1 

dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah kursi 

di Desa yang bersangkutan dengan jumlah kursi 

yang telah dialokasikan di seluruh Wilayah 

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

angka 1. 

3. menentukan sisa penduduk pada setiap Wilayah 

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 

dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah 

»enduduk di Wilayah Pemilihan bersangkuran 

dengan bilangan hasil perkalian jumlah kursi BPD 

yang diperoleh Wilayah Pemilihan yang 

bersangkutan pada perhitungan tahap kedua 

dengan bilangan hasil bagi jumlah penduduk suatu 

Desa dengan jumlah dengan bilangan yang diperoleh 

dari hasil penghitungan pada tahap pertama. 

(2) Penghitungan alokasi kursi tahap ketiga sebagaimana 
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dimaksud pada aya: (1) huruf c, dilakukan apabila dalam 

penghitungan alokasi kursi tahap kedua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b masih terdapat kursi yang 

belum terbagi. 

Bilangan hasil penjumlahan jumlah kursi tahap pertama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dengan 

jumlah sisa kursi perhitungan tahap ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jumlah kursi di 

Wilayah Pemilihan bersangkutan. 

Contoh tata cara penentuan jumlah alokasi kursi anggota 

BPD untuk setiap Wilayah Pemilihan tercantum dalam 

Lampiran !I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 

Penetapan Perwakilan Pemilih 

Paragraf 1 

Penyusunan Daftar Pemilih 

Pasal 19 

Panitia Pemilihan menyusun daftar pemilih sementara, yang 

terdiri dari: 

a. daftar pemilih sementara setiap Wilayah Pemilihan, dan 

b. daftar pemilih sementara perempuan. 

Panitia Pemilihan dalam menyusun daftar pemilih sementara 

sebagaimana dinaksud pada ayat (1) menggunakan data 

pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 

pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala Daerah atau 

pemilihan umum paling terakhir yang telah dimutakhirkan 

dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk 

Desa. 

Daftar pemilih sementara untuk setiap Wilayatr. Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a berisi seluruh 

penduduk di setiap Wilayah Pemilihan bersangkutan yang 

memenuhi syarat sebagai pemilih. 

Daftar pemilih sementara perempuan sebagaimana dimaksud 

pada avat (1) huruf b berisi seluruh penduduk perempuan di 

Desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih. 
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(1) 

Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ssmentara harus 

memenuhi syarat: 

c. penduduk Desa yang pada hari pemungutan Suara 

sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

sudah /pernah menikah, 

d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, 

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap:dan 

f£ bukan anggota Tentara Nasional Indonesia/ Polisi 

Republik Indonesia. 

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (Si 

Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara setiap 

WilayahPemilihan harus memenuhi syarat berdorisili di 

Wilayah Pemilihan bersangkutan. 

Nama-nama pemilih dalam daftar pemilih sementara disusun 

berurutan dan diberi nomor urut. 

Data pemilih sementara dimutakhirkan jika terdapat pemilih 

yang belum terdaftar. 

Pasal 20 

Daftar pemilih sementara yang telah dimutakhirkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8), diumumkan 

oleh Panitia Pemilihan pada rempat yang strategis dan mudah 

dijangkau masyarakat. 

Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada 

avat (1) selama 14 (empat belasj Hari. 

Pasal 21 

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (2), Pemilih, anggota keluarga atau masyarakat dapat 

mengajukan usul kepada Panitia Pemilihan terkait perbaikan 

mengenai penulisan nama dan/atau identitas pemilih lainnya 

yang terdapat dalam daftar pemilih sementara. 

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemilih, anggota keluarga atau masyarakat dapat memberikan 

informasi yang meliputi: 

  KEBAS | SKPD JyaS 1 TEKS WA 
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|. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia, 

2. pemilih vang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh 

belas)tahun, 

3. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak 

memenuhi syarat sebagai pemilih, 

4. pemilih yang belum terdaftar, atau 

pemilih sudah tidak berdomisili di wilayah Pemilihan 

bersangkutan khusus untuk pemilih yang terdaftar 

dalam dafiar pemilih Wilayah Pemilihan. 

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterima, Panitia Pemilihan 

segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara. 

Panitia Pemilihan menetapkan daftar pemilih sementara yang 

sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menjadi daftar Pemilih sesuai Wilayah Pemilihan dan daftar 

pemilih perempuan. 

Pasai 22 

Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4 

dibuat paling sedikit 2 (duaj rangkap, ! (satu) rangkap untuk 

Panitia Pemilihan dan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada 

Kepala Desa. 

(2) 

(3| 

Paragraf 2 

Penetapan Perwakilan Pemilih 

Pasal 23 

Pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan adalah 

Perwakilan Pemilih setiap Wilayah Pemilihan untuk memilih 

Calon anggota BPD sesuai Wilayah Pemilihan, dan Perwakilan 

Pemilih perempuan untuk memilih Calon anggota BPD 

Perwakian Perempuan. 

Jumlah Perwakilan Pemilih setiap Wilayah Pemilinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan cara 

mengambil sebanyak 10Y4 (sepuluh persen) pemilih dari daftar 

Pemilih di setiap Wilayah Pemilihan. 

Jumlah Perwakilan Pemilih perempuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat. 
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Ditentukan dengan cara mengambil sebanyak 56 (lima 

persen) pemilih dari daftar pemilih pemilih perempuan. 

Pengambilan Perwakilan Pemilih untuk setiap Wilayan 

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

secara acak dengan cara: 

a. menentukan jumlah Perwakilan Pemilih sebanyak 106 

(sepuluh persen) dari jumlah seluruh Pemilih sesuai 

daftar Pemilih. 

b. apabila dalam penentuan jumlah Perwakilan Pemilih 

menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke 

atas. 

c. menentukan interval pengambilan Perwakilan Pemilih 

yang dilakukan dengan cara membagi jumlah seluruh 

pemilih dalam daftar Pemilih dengan jumlah Perwakilan 

Pemilih. 

d. apabila dalam penentuan interval pengambilan 

Perwakilan Pemilih menghasilkan angka pecahan 

dilakukan pembulatan ke atas. 

&. menentukan Perwakilan Pemilih dengan cara 

melakukan pengundian terhadap nomor urut awal 

Pemilih, yakni dimulai dari nomor utur 1 (satu) sampai 

dengan nomor urut 20 (Cuapuluh). 

f. menentukan nama Perwakilan Pemilih yang diambil 

dimulai dari nomor urut nama Perwakilan Pemilih hasil 

pengundian awal sebagaimana dimaksud pada huruf e 

diteruskan dengan kelipatan inteval sebagaimana 

dimaksud pada huruf c sampai dipenuhi jumlah 

Perwakilan Pemilih sebanyak 1096 (sepuluh persen) 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

g. dalam hal pengambilan Perwakilan Pemilih sebanvak 

sebanyak 106 (sepuluh persen) belum terpenuhi akan 

tetapi pengambilan Perwakilan Pemilih dalam daftar 

Pemilih sesuai interval sebagaimana dimaksud pada 

huruf £f telah habis, maka perhitungan interval 

untukpengambilan Perwakilan Pemilih dilanjutkan xe 

nomor urut 1 (satu) dan seterusnya sampa: dipenuhi 

jumlah Perwakilan Pemilih sebanyak 1046 (sepuluh 
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persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e 

dilakukan secara obyektif dengan peluang terundinya nomor | 

(satu) sampai dengan dengan nomor 20 (dua puluh) adalah 

sama. 

Contoh perhitungan besaran Perwakilan Pemilih, penentuan 

interval Perwakilan Pemilih, dan pengambilan nama 

Perwakilan Pernilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini. 

Pengambilan Perwakilan Pemilih untuk Wilayah Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mutatis 

mutandis terhadap Pengambilan Perwakilan Pemilih 

perempuan. 

Pasal 24 

Pengambilan Perwakilan Pemilih sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 dilakukan dalam rapat Panitia Pemilihan yang 

dihadiri oleh Kepala Desa, BPD dan masyarakat serta paling 

kurang 1 (satu) orang unsur perangkat Kecamatan. 

Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terbuka untuk umum. 

Pasal 25 

Nama-nama Perwakilan Pemilih yang terambil, disusun dalam 

daftar Perwakilan Pemilih untuk setiap Wilayah Pemilihan dan 

Perwakilan Pemilih perempuan. 

Daflar Perwakilan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada Camat, BPD dan Kepala Desa serta 

diumumkan secara tertulis di tempat-tempat umum yang 

strategis dan mudah diakses oleh masyarakat paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. 

Nama-nama Perwakilan Pemilih yang ada dalam daftar 

Perwakilan Pemilih tidak dapat diganti dengan alasan apapun. 
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Bagian Kelima 

Pencalonan 

Paragraf 1 

Pendaftaran Caion 

Pasal 26 

Panitia Pemilihan mengumumkan dan membuka 

pendaftaran Calon untuk selama 14 (empat belas) Hari. 

Pendaftaran Calon diumumkan secara luas kepada 

masyarakat di setiap Dusur.. 

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan secara lisan dan tertulis ditempat-tcempat umum 

yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Pada pencalonan, Panitia Pemilihan hendaknya menjamin 

adanya Calon dari unsur perempuan. 

Pasal 27 

Bakal calon mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan. 

Bakal calon iaki-laki hanya dapat mendaftar dalam 

pencalonan sesuai Wilayah Pemilihan. 

Bakal calon perempuan dapat mendaftar dalam pencalonan 

sesuai Wilayah Pemilihan atau melalui Perwakilan 

Perempuan. 

Apabila dalam pencalonan tidak terdapat bakal calon/ Calon 

Perwakilan Perempuan, perempuan vang mendaftar dalam 

pencalonan di Wilayah Pemilihan dialihkan menjadi bakal 

balon/Calon PerwakilanPerempuan. 

Apabila dalam pencalonan terdapat 1(satu) bakal 

calon/Calon Perwakilan Perempuan, maka bakal calon 

tersebut ditetapkan sebagai anggota BPD. 

Pasal 28 

Syarat untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota BPD: 

a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

b memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

nelaksanakan  Undang- Undang Dasar Negara 

Repubhk indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kasaa Tsxeo| Asi | SeppA | wasur| 
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Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, 

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau 

sudah/pernah menikah, 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah 

pertama atau sederajat, 

e. bukan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus 

lembaga kemasyarakatan Desa, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, 

f. “sehat jasmani dan rohani, 

g. berkelakuan baik: 

h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan 

tndak pidana kejahatan dengan hukuman paling 

singkat 5 (lima) tahun, 

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum yargtetap, 

ji. bersedia menjadi Calor anggota BPD, dan 

k. menyampaikan visi dan misi dihadapan Perwakilan 

Pemilih. 

Untuk Calon yang mencalonkan dalam Wilayah Pemilihan 

wajib memenuhi syarat bertempat tinggal di Wilayah 

Peraihhan bersangkutan. 

Untuk memenuhi syarat Calon sebagaiman dimaksud rada 

ayat (l), bakal Calon pada saat mendaftarkan diri sebagai 

Calon, wajib menyerahkan persyaratan administrasi kepada 

Panitia Pemilihan, berupa : 

a. surat pernyataan yang menyatakan: 

1) bersedia mencalonkan diri sebagai anggota BPD, 

2) bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang 

teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

mempertahankan dan memeliharakeutuhan Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 

Ika: 

3) bukan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa. 

pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Tentara Nasional Indonesia danKepolisian Negara 

Republik Indonesia, 

4) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan 

tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling 

singkat 5 (lima) tahun dan tidak sedang dicabut hak 

pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

mempunvai kekuatan hukum yang tetap,dan 

5) akan mentaati segala ketentuan tentangPemilihan. 

b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga 

Negara Indonesia, atau surat keterangan kependudukan 

dari pejabat vang berwenang yang dilegalisasi oleh 

instansi yang berwenang: 

c. fotocopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama atau 

sederajat. surat keterangan berpenghargaan sama 

dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikasi yang 

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, 

d. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit 

umum /puskesmas, 

e. dokumen visi dan misi yang disusun secara singkat, dan 

f£. pasfoto warna ukuran 3 cm X 4 cm 6 (enam) jembar 

serta salinan digitalnya (soft copy). 

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 huruf 

a dibuat oleh vang bersangkutan dan bermeterai cukup. 

Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah 

bas Toto berlatar belakang putih dengan Calon memakai 

kemeia warna putih. 

Bagi Calon yang yang mencalonkan dalam Wilayah 

Pemilihan, alamat Calon dalam Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik Warga Negara Indonesia atau surat keterangan 
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kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

harus sesuai dengan lokasi Wilayah Pernilihan tempat Calon 

mencalonkan. 

Paragraf 2 

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon 

Pasal 29 

Calon disetiap Wilayah Pemilihan berjumlah paling sedikit 

lebih dari ! (satu) Calon dari jumlah alokasi kursi di setiap 

Wilayah Pemilihan. 

Calon dari Perwakilan Perempuan berjumlah paling sedikit 2 

(dua) Calon. 

Pasal 30 

Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap 

persyaratan Calon meliputi penelitian pemenuhan 

kelengkapan administrasi syarat Calon serta klarifikasi 

keabsahan administrasi syarat Calon yang dilakukan dalam 

jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari. 

Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan 

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

masyarakat untuk memperoleh masukan. 

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

wajib diproses dan ditindak lanjuti Pani:ia Pemilihan. 

Paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penelitian terhadap 

persyaratan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon yang memenuhi 

persyaratan menjadi Calon. 

Pasal 31 

Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan 

sebagai Calon telah sesuai jumlah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon menjadi 

Caton. 
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Pasal 32 

Apabila baka! calon yang memenuhi persyaratan sebagai 

Calon belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu 

pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari untuk Wilayah Pemilihan 

atau Perwakilan Perempuan bersangkutan. 

Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), syarat tempat tinggal bakai 

calon/Calon yang mencalonkan dalam Wilayah Pemilihan 

dapat berasal dari Wilayah Pemilihan lain. 

Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) jumlah bakal calon yang memenuhi 

persvaratan sebagai Calun belum memenuhi jumlah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Panitia Pemilihan 

memperpanjang waktu pendaitaran selama 3 (tiga) Hari 

untuk Wilayah Pemilihan atau Perwakilan Perempuan 

bersangkutan. 

Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran sepagaimana 

dimaksud pada ayat (3), untuk bakal calon anggota BPD dari 

unsur Wakil Perempuan yang memenuhi syarat, maka bakal! 

calon anggota BPD dari unsur perempuan dapat diusulkan 

oleh kelompok /organisasi/ lembaga kemasyarakatan desa 

yang menangani bidang perempuan atau pembinaan dan 

pemberdayaan perempuan kepada panitia pengisian. 

Pasal 33 

Penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

disertai dengan penentuan urutan nama Calon dalam surat 

suara melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan. 

Cnion yang mendapatkan angka undian terkecil menempati 

urutan pertama sebelah kiri dalam jejeran foto Calon dalam 

surat suara kemudian disusul! oleh Calon lainnya ke arah 

kanan sesua' dengan urutan angka undian masing-masing 

Calon . 

Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri calon, Kepala 

Desa dan masyarakat. 

  

  

WAE 
  

        

Et SKPD ks SEKPA 

A 4 
3 

  
  

 



Pasal 34 

Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media 

masa dan/atau papan pengumuman di Desa tentang nama 

Calon yang telah ditetapkan. 

Bagar: Keenan 

Sosialisasi Calon 

Pasal 35 

(1) Panitia Pemilihan wajib mensosialisasikan Calon di setiap 

Wilayah Pemilihan melalui pertemuan tatap muka atau 

dialog dengan Perwakilan Pemilih, perempuan dan/atau 

masyarakat. 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dihadiri oleh Calon dalam rangka Calon menyampaikan visi 

dan misi apabila terpilih sebagai anggota BPD dengan 

durasi waktu yang sama untuk setiap Calon. 

(3) Panitia Pemilihan dalam sosialisasi dilarang memihak salah 

satu Calon. 

(4) Dalam sosialisasi Calon dapat menyebarkan bahan 

dan/atau memasang alat peraga sosialisasiCalon. 

Penyebaran atau pemasangan alat peraga oleh perorangan 

Calon sebagaimana dimaksdu pada ayat (4) dilarang 

dilakukan atau dipasang di tempat ibadah, di fasilitas 

pendidikan dan di fasilitas pemerintah. 

(61 Sosialisasi dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari. 

Pasal 36 

Dalam sosialisasi Calon, dilarang: 

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, 

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon 

lain: 

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau 
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nasyarakat: 

e. mengganggu ketertiban umum, 

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau 

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang. 

sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain: 

dan 

g. merusak dan/atau menghilangkan bahan atau alat peraga 

sosialisasiCalon lain. 

Pasal 37 

(| Panitia Pemilihan menetapkan masa tenang selama 3 (tiga) 

ikat sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 

&) Dalem masa tenang, Calon dilarang mempengaruhi 

Perwakilan Pemilih secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Bagian Ketujun 

Pemungutan Suara 

Paragrai 1 

Umum 

Pasal) 38 

Pemungutan suara untuk seluruh Wilayah Pemilihan 

dilaksanakan dalam 1 (satu) TPS di hari yang sama. 

Paragraf 2 

TPS 

Pasal 39 

(1) Panitia Pemilihan menyiapkan TPS paling lambat 1 (satu) 

Hari sebelumhari pemungutan suara. 

-—
— 

Ns
 

—
 TPS ditempatkan dilokasi yang mudah dijangkau, termasuk 

oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Perwakilan 

Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. 

(3) TPS dibuat sederhana sesuai dengan keadaan setempat serta 

diberi pembatas dengan menggunakan tali atau bahan lain. 

(4) TPS dapat dibuat Ii dalam gedung sepanjang dapat 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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Pasal 40 

Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses 

gerak bagi Perwakilan Pemilih penyandang disabilitas yang 

menggunakan kursi roda. 

Di sekitar TPS disediakan papan pengumuman untuk 

menempel: 

a. daftar Perwakilan Pemilih setiap Wilayah Pemilihan 

dan Perwakilan Pemilih perempuan, 

b. daftar Calon setiap Wliayah Pemilihan dan daftar 

Calon Perwakilan Perempuan: 

C. ukuran contoh surat suara sama dengan surat suara 

yang akan dicoblos, dan 

d. hal-hal lain yang perlu diketahui masyarakat. 

Di dalam TPS disediakan ketak suara, bilik suara, tempat 

duduk dan meja Panitia Pemilihan, tempat duduk Perwakilan 

Pemilih dan saksi Calon. 

Letak tempat duduk saksi Calon pada posisi yang tidak 

mengganggu pelaksanaan tugasnya. 

Di dalam bilik suara disediakan meja, bantalan, dan paku 

sebagai alat coblos. 

Jumlah kotak suara sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing 

kotak suara untuk Wilayah Pemilihan dan kotak suara 

untuk PerwakijanPerempuan. 

Kotak suara dicat atau dibungkus dengan warna yang 

berbeda agar dapat dibedakan kotak suara untuk masing- 

masing Wilayah Pemilihan dan kotak suara untuk 

Perwakilan Perempuan serta diberi keterangan nama Wilayah 

Pemilihan dan Perwakilan Perempuan dengan tulisan yang 

mudah dibaca. 

Paragraf 3 

Surat Suara 

Pasal 41 

Penitia Pemilihan mencetak surat suara untuk setiap 

Whoyah Pemilihan dan untuk Perwakilan Perempuan paling 
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lambat 3 figa) Hari sebelum pemungutan suara. 

Surat suara sebagairnana dimaksud pada ayat 

(1),.mencantumkan: 

a. Wilayah Pemilihan atau Perwakilan Perempuan: 

b. foto Calon dan nama Calon: 

Cc. nama dan tandatangan ketua atau wakil ketua, dan 

sekretaris atau wakil sekretaris Panitia Pernilihan:dan 

d. Tanda warna. 

Tanda berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

d berbentuk kotak yang berguna untuk membedakan surat 

Suara setiap Wilayah Pemilihan yang letaknya di salah satu 

sisi surat suara yang tampak ketika surat suara terlipat. 

Tanda warna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai 

warna kotak suara Wilayah Pemilihan dan Perwakilan 

Perempuan. 

Surat suara dicetak berwarna dengan jumlah sesuai jumlah 

Perwakilan Pemilih disetiap Wilayah Pemilihan ditambah St: 

(ima persen) sebagai surat suara tambahan. 

Dalam hal surat suara tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (S5) menghasilkan angka pecahan, maka 

hitungannya dibulatkan keatas. 

Sebelum surat suara dicetak rancangan surat suara wajib 

dikonsultasikan oleh Panitia Pemilihan kepada organisasi 

Pernerintah Daerah yang membidangi Desa. 

Pasal 42 

Selam mencetak surat suara dengan jumlah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), Panitia Pemilihan 

mencetak surat suara cadangan dengan jumlah yang sama 

dengan surat suara tersebut. 

Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan apabila dilakukan pemungutan suara ulang. 

Pasal 43 

Surat suara yang telah dicetak disahkan dalam rapat Panitia 

Pemilihan. 

Kelebihan surat suara yang dicetak wajib dimusnahkan. 
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3) 

(1) 

Surat suara yang telah disahkan diisi dalam emplop tertutup 

sesuai Wilayah Pemilihan dan Perwakilan Perempuan serta 

diberi segel. 

Surat suara cadangan diisi dan disegel dalam emplop 

berbeda dengan surat suara sebagaiamana dimaksud pada 

ayat (3). 

Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibuatkan berita acara. 

Paragraf 4 

Surat Panggilan Pemilih 

Pasal 44 

Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara diumumkan 

secara luas paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum 

pelaksanaan pemungutan suara. 

Panitia Pemilihan menyampaikan surat panggilan kepada 

Perwakilan Pemilih untuk setiap Wilayah Pemilihan paling 

lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara. 

Perwakilan Pemilih menandatangani tanda terima 

penyerahan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

Dalam hal Perwakilan Pemilih tidak berada di tempat 

tinggalnya, Panitia Pemilihan wajib mendatangi ulang untuk 

| (satu) kali kesempatan. 

Dalam hal Panitai Perrilihan telah mendatangi ulang 

Perwakilan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat/4,. 

Perwakilan Pemilih tetap tidak berada di tempat tinggalnya, 

Panitia Pemilihan menyerahkan surat panggilan kepada 

keluarganya yang serumah yang telah Dewasa dan yang 

menerima menandatangani tanda terima surat panggilan. 

Parafgraf 5 

Saksi Calon 

Pasal 45 

Seriap Calon dapat menunjuk seorang saksi Calon untuk 

mengawasi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan 

Suara. 
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Saksi Calon wajib memiliki surat mandat dari Calon. 

Setiap saksi Calon hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) 

orang Calon. 

Paragraf 6 

Petugas Keamanan 

Fasal 46 

Pengamanan pemungutan dan perhitungan suara dilakuxan 

oleh hansip atau satuan tugas keamanan Desa. 

Pelaksanaan tugas hansip atau satuan tugas kemanan Desa 

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi 

ketua Panitia Pemilihan. 

Selain pengamanan oleh hansip atau satuan tugas kemanan 

Desa, pemungutan dan perhitungan suara dilakukan oleh 

aparat kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

Paragraf 7 

Pembagian Tugas Panitia Pemulihan 

Pasal 47 

Ketua Panitia membagi tugas masing-masing Panitia 

Pemilihan dalam pemunzutan dan perhitungan suara 

dengan ketentuan: 

Aa ketua Panitia Pemilihan bertugas memimpin 

penyelenggaraan pemungutan suara, dan 

memberikan penjelasan mengenai tata cara 

pemberian suara, serta menyiapkan dan 

menandatangani surat suara yang akan digunakan, 

b. sekretaris Panitia Pemilihan bertugas menyiapkan 

danmenandatangani surat suara yang akan 

digunakan serta tugas lain yang diberikan oleh ketua 

Panitia Pemilihan, 

c. wakil ketua, dan wakil sekretaris Farnstia Pemilihan 

bertugas membantu ketua dan sekretaris Panitia 

Pemilihan untuk: 

|. menerima surat panggilan dan KTP-el atau 

ktentitas Jam berupa suket, kartu keluarga, 
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paspor atau atau surat izin mengemudi 

Perwakilan Pemilih sebagai dasar Perwakilan 

Pemilih mendapatkan surat suara berdasarkan 

urutan kehadirar dan WilayahPemilihan: 

2. menyerahkan surat suara kepada Perwakilan 

Pemilih sesuaiwilayah Pemilihan Perwakilan 

Pemilih: 

3. menyimpan/mengarsipkan surat panggilan bagi 

Perwakilan Pemilih yang telah memperoleh 

Surat Suara: dan 

4. tugas lain yang diberikan oleh ketua Panitia 

Pemilihan. 

bendahara dan wakil bendahara Panitia Pemilihan 

bertempat di dekat pintu masuk, bertugas menerima 

Perwakilan Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, 

dengan cara: 

i. meminta kepada Perwakilan Pemilih untuk 

menunjukkan surat panggilan pemilih dan KTP- 

el atau identitas lain berupa suket,kartu 

keluarga, paspor atau atau surat izin 

mengemudi. 

2. memeriksa kesesuaian antara Perwakilan 

Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau 

identitas lain sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 yang ditunjukkan oleh Pemilih: 

3. memeriksa kesesuaian nama Perwakilan Pemilih 

dengan nama yang terdapat dalam daftar 

Perwakilan Pemilih: 

4 dalam hal sesuai hasil pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada angka 1, arigka 2 

dan: angka 3 Perakilan Pemilih memenuhi syarat 

menggunakan hak suara, rama Perwakilan 

Pemilih bersangkutan dalam daftar Perwakilan 

Pemilih diberi tanda dan selanjutnya Perwakilan 

Pemilih dipersilahkan duduk di tempat yang 

telahduduk Perwakilan Pemilih: dan 

5. tugas lain yang diberikan oleh ketua Panitia 
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Pemilihan. 

£ Seorang anggota Panitia Pemilihan, bertempat di dekat 

bilik suara, mempunyai tugas mengatur Perwakilan 

pemilih yang akan masuk dalam bilik suara, dan 

tugas lain yang diberikan oleh ketua Panitia 

Pemulihan. 

LL dua orang anggota Panitia Pemilihan, bertempat di 

dekat kotak suara, mempunyai tugas mengatur 

Perwakilan Pemilih yang akan memasukkan surat 

suara ke dalam kotak suara sesuai Wilayah 

Pemilihan, dan tugas lain yang diberikan oleh ketua 

Panitia Pemilihan: 

8 Seorang anggota Panitia Pemilihan, bertempat didekat 

pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur 

Perwakilan Pemilih yang akan keluar TPS, dan tugas 

lain yang diberikan oleh ketua Panitia Pemilihan, dan 

h. hansip dan satgas kemanan Desa bertugas di depan 

pintu masuk dan pintu keluar TPS untuk 

mengarahkan Perwakilan Pemilih unutk masuk dar. 

keluar TPS, dan tugas lain vang diberikan oleh ketua 

Panitia Pemilihan. 

Delon hal ketua dan/atau sekretaris Panitia Pemilihan 

bu helangan pada hari pemungutan suara penandatangan 

SUYET suar2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1!) huruf a 

dan huruf b dilakukan oleh wakil ketua dan/atau wakil 

sekretaris Panitia Pemilikan. 

Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihar. berhalangan 

pada hari pemungutan suara, pembagian tugas masing- 

masing Panitia Pemilihan ditetapkan oleh ketua atau wakil 

ketua Panitia Pemilihan. 

Paragraf 8 

Pelaksanaan Pemungutan Suara 

Pasal 48 

Hari pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati melalui surat 

keputusan Bupati. 

Pemungutari suara dimulai pukul 08.00 setempat. 
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(3) Saksi Calon yang hadir pada rapat pemungutan suara wajib 

membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon. 

(H) Saksi Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat 

nama, foto Calon atau simbol keberpihakan kepada Calon. 

(5) Dalam hal saksi Calon kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia 

Pemilihan dapat menunjuk saksi dari masyarakat hingga 
saksi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. 

(6) Dalam hal terdapat saksi Calon yang hadir setelah 
pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan dapat 
nererima surat mandat dari saksi, dan mempersilakan 
untuk mengikuti pemungutan suara. 

Pasal 49 

Agenda persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (7) terdiri atas: 

a. pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan 

suara,dan 

b. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan 

Suara. 

Pasal 50 

(1) Dalam melaksanakan agenda pembukaan perlengkapan 

pemungutansuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
huruf a, ketua PanitiaPemilihan: 

a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi 

kotak suara di atas meja secara tertih dan teratur, 
mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis 

Gokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul 

Lang berisi surat suara: 

. memperlihatkan kepada Perwakilan Pemilih dan saksi 

yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah 

Kosong, menutup kembah, mengunci serta memberi 

segel kotak suara dan meletakkannya di tempat yang 

telah ditentukan, 

c. memperlihatkan kepada Perwakilan Pemilih dan saksi 

yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara 
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masih dalam keadaan disegel: dan 

membuka sampul surat suara dan menghitung serta 

emeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk dar 

menastikan kesesuaian surat suara dengan Wilayah 

Pemilihan dan Perwakilan Perempuan. 

sampul surat suara yang dibuka sebagaimana 
dimaksud pada huruf d tidak termasuk surat suara 

cadangan. 

Memberikan penjelasan kepada Perwakilan Pemilih, dan 

saksi mengenai: 

a. Tata cara pemberian suara: 

b. Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi dan 

perwakilan pemilih. 

Pasal 51 

Penjelasan ketua Panitia Pemilihan kepada Perwakilan 

Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) 

huruf b,meliputi: 

Aa. 

5. 

Tujuan pemungutan suara: 

bentuk surat surat suara yang mencantumkan nama 

calan, foto calon sesuai Wilayah Pemilihan Calon dan 

Perwakilan Perempuan: 

Perwakilan Pemilih memberikan suara di bilik suara, 

tata cara pemberian surat pada surat suara, 

dalam hai surat suara diterima oleh Perwakilan Pemilih 

dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Perwakilan 

Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada 
ketua Panitia Pemilihan, dan hanya mendapat 1 (satu) 

kali penggantian: 

pemilih yang berhak memberikan suara yaitu 

Perwakilan Pemilih yang namanya tercantum dalam 

daftar Perwakilan Pemilih: 

jumlah surat suara, termasuk surat suara cadangari 

dan kegunaan surat suara cadangan, 

kesempatan untuk memberikan suara kepada 

Perwakilan Pemilih berdasarkan prinsip urutan 

kehadiran Pemilih: 
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(1) 

(2) 

“385 - 

i. larangan menggunakan telepon genggam dan /atau alat 
perekam gambar lainnya di bilik Suara, dan 

J. meminta Perwakilan Pemilih untuk jangan dulu 
kembali sampaidengan perhitungan suara selesai guna 
menggunakan hak suara ulang apabila terdapat Calon 
yang memperoleh suara yang sama yang dapat 
mempengaruhi keterpilihan Calon. 

Penjelasan tata cara pemberian suara pada surat suara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,meliputi: 

a. memastikan surat suara yang diterima oleh 

Perwakilan Pemilih telah ditandatangani oleh ketua 
atau Wakil ketua, dan sekretaris atau wakil sekretaris 
Panitia Pemilihan: 

b. memastikan surat suara yang diterima sesuai Wilayah 

Pemilihan Perwakilan Pemilih bersangkutan atau 

sesuat Perwakilan Pemilih perempuan — unruk 
Perwakilan Perempuan: 

C. pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan 
cara mencoblos 1 (saru) kali pada nama atau foto 
dalam satu kolom Calon: 

d. menggunakan alat coblos yang telah disediakan 

berupa paku. 

Paragraf 9 

Pemberian Suara 

Pasal 52 

Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50, ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan: 

ahengnGatangani sural suara diberikan kepada 
Perwakilan Pemilih yang akan dipanggil: 

bh. memanggil Perwakilan Pemilih untuk memberikan 
suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran 
Perwakilan Pemilih: 

c. memberikan Surat Suara kepada PerwakilanPemilih. 
Ketua Panitia Pemilihan dapat mendahulukan Perwakilan 
Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orangtua 
untuk memberikan suara. 
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Pasal 53 

Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud 

dala Pasal Slavat hurufe, Peryakilan Pemilih memeriksa 

Jan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan baik atau 

tidak rusak serta sesuai Wilayah Pemilihan atau Perwakilan 

Perempuan, 

Apabila Perwakilan Pemilih menerima surat suara dalam 

keadaan rusak, tidak sesuai Wilayah Pemilihan atau 

Perwakilan Perempuan, atau keliru coblos dapat meminta 

Surat Suara pengganti kepada ketua Panitia Pemilihan. 

Ketua Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara 

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat 

surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam 

berita acara. 

Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. 

Pasal 54 

Perwakilan Pemilih yang telah menerima surat suara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf ec, 

melakukan keg'atan: 

Aa. Menuju bilik suara: 

b. Membuka surat suara dan meletakkan di atas meja 

yang disediakan sebelum dicoblos, 

Cc. Mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos 

yang telah disediakan: 

d. Melipat kembali surat syara seperti semula, sehin:ga 

tanda coblos tidak dapat terlihat: 

» Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai 

wilayah pemilihan dan perwakilan perempuan yang 

dipandu oleh panitia pemilihan: 

f. ' Keluar dari TPS. 

Pasal 55 

Perwakilan Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu 

oleh pendamping. 
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Pendamping sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berasal dari Panitia Pemilihan atau orang lain atas 
permintaan Perwakilan Pemilih yang bersangkutan. 
Pemberian bantuan terhadap Perwakilan Pemilih 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 

a. bagi Perwakilan Pemilih yang tidak dapat berjalan, 
pendamping yang ditunjuk membantu Perwakilan 
Feinilih menuju bilik Suara, dan pencoblosan surat 
suara dilakukan oleh Perwakilan Pemilih sendiri: atau 

b. basi Perwakilan Pemilih yang tidak mempunyai dua 
belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk 
membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak 
Perwakilan Pemilih bersangkutan. 

Pendamping yang ditunjuk membantu Perwakilan Pemilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan 
pilihan Perwakilan Pemilih. 

Pasal 56 

Pemilih dilarang mendokumentasikan / mengambil video/ 
mengambil gambar hak pilihnya di bilik suara. 

Pasal 57 

Dalam hal seluruh perwakilan pemilih telah memberikan 
Suara, ketua Panitia Pemilihan mengumumkan pemungutan 
Suara herakhir. 

ApeLila sampai dengan pukul 12.00 setempat masih terdapat 
Perwakilan Pemilih belum memberikan suara, waktu 

pemungutan suara ditambah sampai dengan pukul 13.00 

setempat. 

Apabila sampai dengan pukul 13.00 masih terdapat 
Perwakilan Pemilih belum memberikan suara, Perwakilan 
Pemilih yang telah ada dalam TPS dan telah 
menandatangani daftar hadir diberikan kesempatan 
menggunakan hak suaranya. 

Setelah pemungutan suara berakhir dilanjutkan dengan 
perhitungan suara. 
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Paragraf 10 

Persiapan Penghitungan Suara 

Pasal 58 

Sebeium penghitungan suara di TPS, Panitia Pemilihan 
mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 
penghitungan suara. 

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi: 

a. pengaturan tempat penghitungan suara di TPS. 
termasuk pangaturan papan atau media tempat 
menempelkan Formar 29. 

L tempat duduk Panitia Pemilihan dan saksi serta 
masyarakat: 

c. alat keperluan administrasi: 

format-format perghitungan suara di TPS: 
C. Sampul kertas: 

£ segel: 

g kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua 
Panitia Pemilihan serta menyiapkan kuncinya: dan 

h peralatan TPS lainnya. 

Penempatan saksi, Perwak'lan Pemilih dan masyarakat 
sebagainana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai 
berikut: 

a. saksi ditempatkan di dalam TPS, dan 

b. Perwakilan Pemilih dan masyarakat ditempatkan di 

luar TPS, 

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur sedemikian rupa agar mudah digunakan dan 
penghitungan suara dapat diikuti oleh serrua yang hadir 

dengan jelas. 

Pasal 59 

- 1 

Tiadah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana 

Craksud dalam Pasal 57, Panitia Pemilihan melakukan 

pencatatan ke dalam Format 30 terhadap data sebagai 

berikut: 
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jumlah Perwakilan Pemilih yang yang memberikan 
Suara Untuk masing- masing Wilayah Pemilihan dan 
Perwakilan Perempuas: 

jumlah surat suara yang tersedia termasuk surat 
Suara tambahan untuk masing-masing Wilavah 
Pemilihan dan Perwakilan Perempuan: 

jumlah surat suara yang dikembalikan oleh 
Perwakilan Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 
untuk masing-masing Wilayah Pemilihan atau unsur 
perempuan: 

jumlah surat suara yang tidak digunakan untuk 
masing-masing Wilayah Pemilihan dan Perwakilan 
Perempuan: dan 

jumlah surat suara yang digunakan untuk masing- 
masing Wilayah Pemilihan dan Perwakilan 
Perempuan. 

Penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan,surat 
Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang 
tidak digunakan, harus sama dengan jumlah surat suara 
yang tersedia awal. 

(3) Surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara yang 
rusak atau keliru dicoblos diberi tanda Silang pada bagian 
luar surat suara dengan menggunakan spidol/ balipoint. 

Untuk 

Pasal 60 

pelaksanakan penghitungar suara ketua Panitia 
Pemilihanmembagi tugas masing-masing anggota Panitia 
Pemilihan terhadap kegiatan: 

Aa memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat 
Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil 
penelinannya kepada Saksi atau masyarakat: 

membuka surat suara lembar demi lembar untuk 
kemudian diserahkan kepada yang bertugas memeriksa 
pemberian tanda coblos: 

mericatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat 
Suara yang diumumkan pada Format 29 yang Gitempel 
pada papan atau tempat tertentu setelah surat suara 
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dinyatakan sah atau tidak sat, dan 

d. memeriksa dan memastikan hasil pencatatan telah 
sesuai dengan hasil penelitian surat suara sah atau 
tidak sah yang diumumkan, 

e. bertugas melipat surat suara yang telah diteliti dan 

diumumkan: 

L menyusun surat suara yang telah diteliti dan 

umumkan dalam susunan sesuai Suara yang 

diperoleh Calon setelah diumumkan dan diikat dengan 
karet pengikat: dan 

g Petugas keamanan hansip dan satuat tugas keamanan 

Desa bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan 
keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 
berada di depan pintu masuk dan di depan pintu keluar 
TPS. 

Paragraf 11 

Penghitungan Suara 

Pasal 61 

Setelah persiapan penghitungan suara selesai dilakukan 
Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa 
pelaksanaan pemungutan suara dimulai. 

Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh anggota Panitia 
Pemilihan melakukan penghitungan suara dengan cara: 

a. Membuka gembok dan tutup kotak suara dengan 

disaksikan oleh semua pihak yang hadir, 

b. Mengeluarkan surat suara dari kotak Suara dan 
diletakkan dimeja ketua Panitia Pemilihan: 

Cc. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan 

jumlah tersebut kepada yang hadir serta menca'at 

jumlahnya: 

d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat 

didalam kotak suara dengan jumlah Perwakilan Pemilih 

yang hadir. 

e. dalam hal ketua Panitia Pemilihan menemukan 

Surat suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b tidak berada pada kotak suara sesuai 
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Wilayah Pemilihan atau Perwakilan Perempuan, ketua 

Panitia Pemilihan menunjukan surat suara tersebut 

kepada saksi, masyarakat, dan Perwakilan Pemilih 

yang hadir, selanjutnya: 

1 memasukkan surat suara ke dalam kotak Suara 

sesuai dengan Wilayah Pemilihan atau Perwakilan 

Perempuan, apabila penghitungan suara terhadap 

Wilayah Pemilihan atau Perwakilan Perempuan 

tersebut belum dilaksanakan:atau 

2. membuka surat suara dan memeriksa pemberian 

tanda coblos pada surat suara sesuai dengan 

Wilayah Pemilihan atau Perwakilan Perempuan, 

dan mencatat ke dalam Format 29 sesuai Wilayah 

Pemilihan dan Perwakilan Perempuan dalam 

bentuk tally, apabila penghitungan suara terhadap 
Wilayah Pemilihan atau Perwakilan Perempuan 
tersebut telah dilaksanakan:dan 

(Sh) Anggota Panitia Pemilihan membuka surat suara lembar 
demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada 
ketua Panitia Pemilihan. 

(H4 Ketua Panitia Pemilihan: 

a. 

b. 

memeriksa dan meneliti pemberian tanda coblos pada 

Surat suara, 

inenyampaikan hasil penelitiannya kepada saksi. 

Perwakilan Pemilih atau masyarakat dengan suara yang 

terdengar jelas, dan 

mengumumkan hasil perolehan suara Calon dengan 

Suara yang terdengar jelas dengan ketentuan 1 (satu) 

Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah 
untuk Calon atau tidak sah. 

(5) Suara sah untuk Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf c apabila: 

a. 

hb. 

surat suara ditandatangani oleh ketua atau wakil 

ketua, dan sekretaris atau wakil sekretaris Panitia 

Pemilihan, dan 

tanda coblos pada kolom 1 (satu) Calon. 

(6) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huru“ b, 
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ditentukan sebagai berikut: 

a. 

d. 

tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat 
nama dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon 
yang bersangkutan: 

tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) 
Calon yang memuat nama dan foto Calon, dinyatakan 
sah untuk Calon yang bersangkutan: atau 

tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) Calon 

yang memuat nama dan foto Calon, dinyatakan sah 
untuk Calon yang bersangkutan:atau 

dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom 
Calon yang tembus secara garis lurus sehingga 
'#rdanat dua atau lebih hasil pencoblosan yang 
simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengei.ai 

kolom Calon iain, dinyatakan sah untuk Calon yang 
bersangkutan. 

(7) Dalam hal ditemukan surat suara yang terdapat tulisan 
dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan 
tidak sah. 

(8 Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat 
yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, 
dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada Format 
29 yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan, 
dengan cara penulisan: 

aA 

L 

Memberikan tanda berupa satu garis tegal setiap 
hitungan suara sah Calon pada kolom perolehan 

suara sah Calon, dan setiap hitungan kelima diberi 
garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak 

tersebut (NN): dan 

memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap 

hitungan suarat tidak sah pada kolom jumlah suara 

tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis 

diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut 

(IND: 
(9) Proses penghitungan suara dilakukan untuk masing-masing 

Wilayah Pemilihan dan Perwakilan Perempuan. 

(10) Saksi, masyarakat atau Perwakilan Pemilih yang hadir pada 
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penghitungan Suara diberi kesempatan untuk 
mendokumentasikan Format 29 setelah ditandatangani oleh 
Panitia Pemilihan, serta salinan Format 30 setelah rapat 
pemungutan dan penghitungan suara berakhir. 

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat 
berupa foto atau video. 

Pasal 61 

Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengisi 
berita acara pemungutan dan penghitungan suara sesuai 

dengan kejadian sebenarnya. 

Berita acara sebagaimana dimasud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan paling 
kurang 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat 
ditandatangani saksi. 

Berita acara sebagaimana dimasud pada ayat (1) dibuat 4 
(empat) rangkap untukdigunakan: 

a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Camat, 

b 1 (satu) rangkap dimasukan dalam kotak Suara: 

C. 1 isatuh rangkap disampaikan kepada Bupati melalui 

kepala Desa.dan 

d. 1 (satu) rangkap sebagai arsip Panitia Pemilihan. 

Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) rangkap salinan 
berita acara pemungutan dan penghitungan suara kepada 
masing-masing saksi Calon yang hadir. 

1 (satu) rangkap salinan berita acara pemungutan dan 

penghitungan suara ditempelkan pada papan informasi di 

kantor Desa. 

Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dan ayat (5) berbentuk scan atau fotokopi yang diparaf oleh 

ketua Panitia Pemilihandan diberi stempel Panitia 

Pemilihan. 

Pasal 62 

Setelah pengisian berita acara pemungutan dan penghitungan 

Suara, Panitia Pemilihan memasukan surat Suara, dan berkas 

pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara. 
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Pasal 63 

Memasukan surat suara didalam kotak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasai 62 dilakukan dengan cara: 

a. Surat suara yang dinyatakan sah dimasukkan ke dalam 

sampul suara sah sesuai Wilayah Pemilihan dan 

Perwakilan Perempuan: 

h. surat suara vang tidak sah dimasukkan ke dalam 

sampul suara tidak sah sesuai Wilayah Pemilihan atali 

Perwakilan Perempuan, dan 

C. surat suara yang tidak digunakan dan keliru dicoblos 

dinasukandalam sampul! surat suara tidak digunakan 

dan keliru dicoblos sesuai Wilayah Pemilihan dan 

Perwakilan Perempuan: 

Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf 

b, dan huruf c dimasukan dalam sampul surat suara yang 

lebih besar sesuai Wilayah Pemilihan dan Perwakilan 

Perempuan. 

Sampul.sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat 

(2) ditutup menggunakan lem dan diberi segel serta di 

bagian luar diberi keterangan jenis surat suara dalam 

sampul. 

Sampul surat suara yang sudah disegel sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diniasukan dalam kotak suara, 

Surat suara cadangan tidak dimasukan dalam kotak suara 

akan tetapi disimpan oleh Panitia Pemilihan. 

Pasal 64 

Memasukan berkas pemungutan dan penghitungan suara ke 

dalam kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 

dilakukan dengan cara: 

a 1 (satu) rangkap berita acara pemungutan dan 

penghitungan suara, dan Format 29 dimasukan ke 

dalam sampul ditutup menggunakan lem dan diberi 

segel serta di bagian luar diberi keterangan jenis 

dokumen yang ada Galam sampul. 

h Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf a 
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dimasukan dalam kotak suara. 

Pasal 55 

Setelah surat suara, dan berkas pemungutan dan penghitungan 

suara dimasukan kedalam kotak suara, kotak suara dikunci atau 

digembok dan diberi segel. 

(3) 

(1) 

Ss 

Pasal 66 

Dalam hal terdapat Calon yang memperoleh suara terbanyak 

yang sama lebih dari 1 (satu) Calon yang mempengaruhi 

penentuan calon terpilih untuk alokasi kursi terakhir, 

dilakukan pemungutan suara ulang. 

Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) hanya diikuti Calon yang memperoleh suara terbanyak 

yang sama dengan menggunakan surat suara cadangan. 

Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana 

dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan saat itu jika 

memungkinkan atau dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari 

setelah pemungutan dan penghitungan suara. 

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang 

diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis 

terhadap pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

Paragraf 12 

Penyelesaian Keberatan Saksi 

Pasal 67 

Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur 

dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada 

Panitia Pemilihan apabila dalam pemungutan dan 

perhitungan suara terdapat hal yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Dalam hal terdapat keberatan saksi, Panitia Pemilihan wajib 

menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih 

perolehan suara sesuai keberatan saksi. 

Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Panitia Pemilihan 
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(7) 

(8) 

3) 

(4) 

A6 

saat itu melakukan pembetulan. 

Dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan terhadap angka dan huruf, pembetulan dilakukan 

dengan cara mencoret angka atau huruf yang salah dan 

menuliskan angka dan huruf yang benar. 

Ketua Panitia Pemilihan dan saksi yang hadir 

membubuhkan paraf pada angka atau huruf hasil 

pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, 

dicatat padaFormat 31 sebagai keberatan Saksi dan 

dilandatangani oleh saksi serta ketua Panitia Pemi'ihan. 

Dalan hal tidak terdapat keberatan saksi dalam 

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia 

Pemilihan wajib mencatat dengan kalimat “TIDAK ADA 

KEBERATAN SAKSI" pada Format 31 dan ditandatangani 

oleh ketua Panitia Pemilihan. 

Keberatan yang diajukan saksi, Perwakilan Pemilih atau 

terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara 

tdak menghalangi pelaksanaan pemungutan dan 

penghitungan suara. 

Pasal 68 

Kotak suara dan berkas pemungutan dan penghitungan 

Suara disimpan di sekretariat Panitia Pemilihan atau di 

kantor Desa setelah pemungutan dan penghitungan suara 

selesai. 

Pannia Pemilihan wajib menjaga keamanan kotak suara 

dan berkas 

pemungutan dan penghiiungan suara. 

Berkas pemungutan dan penghitungan sura dapat 

dikeluarkan dari kotak suara apabila anggota BPD terpilih 

telah dilatik dan tidak ada lagi gugatan di pengadilan. 

Berkas Pemilihan disimpan Pemerintah Desa di Desa dan 

dapat dimusnahkan paling cepat setelah masa jabatan 

anggota BPD yang terpilih telah berakhir. 
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Bagian Kedelapan 

Penetapan 

Paragraf 1 

Penyampain Berita Acara Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Kepada Camat 

Pasal 69 

Panitia Pemilihan menyampaikan berita acara pemungutan dan 

penghitungan suara kepada Camat paling lama 2 (dua) Hari 

setelah pemungutan dan penghitungan suara. 

(1) 

(4) 

Paragraf 2 

Penetapan Calon Terpilih 

Pasal 70 

Panitia Pemilihan menetapkan Calon terpilih 21 (dua puluh 

satu) Hari setelah penyampaian berita acara pemungutan 

dan penghitungan suara kepada Camat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 68, atau setelah Camat 

menyelesaikan aduan terhadap pelangaran Pemilihan sesuai 

yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini. 

Dalam hal masih terdapat permasalahan Pemilihan yang 

ditangani Camat, Panitia Pemilihan tidak “dibenarkan 

menetapkan Calon terpilih sampai dengan penyelesaian 

permasaiahan telah diputuskan oleh Camat sesuai waktu 

yang ditentukan. 

Penetapan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan cara Calon yang memperoleh suara 

terbanyak pertama, kedua dan seterusnya dari perhitungan 

jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon terpilih sesuai 

jumlah alokasi kursi anggota BPD di Wilayah Pemilihan 

bersangkutan, dan 1 (satu) orang Calon yang memperoleh 

suara terbanyak pada pemilihan Perwakilan Perempuan 

ditetapkan sebagai Calon terpilih. 

Peneiapan Calon terpilih diresmikan melalui surat 

keputusan Panitia Pemilihan. 

Pasal 71 

Panitia Pemilihan menyampaikan surat keputusan Panitia 
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Pemilihan tentang penetapan Calon terpilih disertai berita 

acara pemungutan dan penghitungan suara kepada Kepala 

Desa paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon 

terpilih. 

(2 Surat keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan 

Calan terpilih dan berita acara pemungutan dan 

penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui 

Camat paling larnbat 3 ftiga) Hari setelah diterima oleh 

Kepala Desa dari Panitia Pemilihan. 

83) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan 

Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya 

surat keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon 

terpilih dan berita acara pemungutan dar. penghitungan 

Suara dari Kepala Desa. 

BAB IV 

PENGUCAPAN SUMPAH /JANJI ANGGOTA BPD 

Pasal! 72 

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan 

paling lama 30 itiga puluh) Hari sejak diterbitkannya 

Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD. 

(2) Pengucapan sumpahjjanji sebagaimana dimaksud pada 

aya" (1) dilakukan bersama-sama oleh anggota BPD di 

hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat 

yangditunjuk. 

(3) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah /janji 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan 

mengucapkan sumpah dan janji secara tersendiri yang 

dipandu oleh Camat. 

4) Pengucapan sumpahjjanji anggota BPD, didampingi oleh 

rohaniwan setempat sesuai dengan agamanya masing- 

masing. 

(5) Susunan kata sumpah dan janji anggota BPD sebarai 

berikut: “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya 

akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badari 

Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- 
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jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu 

taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila 

sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan 

kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala 

peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya 

yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan 

Repubhk Indonesia”. 

Pasal 73 

(1) Dalam pengucapan sumpah dan janji sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7! ayat (S), anggota BPD yang 

beragama: 

a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”: 

b. Kristen, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya 

berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan 

menolongsaya”: 

C. Hindu, frasa “Demi Allah” diganti dengan “Om 

AtanParamiwesesa”. 

d. Budha,frasa“DemiAllah”digantidengan“DemiSangHyang 

AdiBudha”: 

e. Khonghucu frasa “Demi Allah” diganti dengan 

“kehadirat tian di tempat yang maha tinggi dengan 

bimbingan Nabi Kong Zi, Dipermuliakan: 

I. bagi yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan 

Khonghucu, frasa “Demi Allah” diganti dengan kalimat 

lain sesuai dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

(9) Seteuh pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara 

pengambilansumpah /janji. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 3 

(tiga! rangkap, dengan ketentuan: 

a. 1 (satu) untuk arsip PemerintahDesa: 

b. I (satu) rangkap untuk arsip pemerintah 

Kecamatan:dan 
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C. 1 (satu) rangkap untuk anggota BPD bersangkutan, 

Pasal! 74 

Anggota RP) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun 
terhtung sejak tangga! pelantikan atau pengucapan 

sumpah /janji sampai dengan dilantiknya anggota BPD yang 

baru. 

Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara 

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada avat 

(2) dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014. 

Dalam hal anggota BPD berhenti yang telah menjabat paling 

singkat 2(dua) tahun. anggota BPD bersangkutan dianggap 

telah menjabat 1 (satujperiode masa jabatan. 

Pasal 75 

Pelanggaran Pemilihan adalah pelanggaran terhadap ketentuan 
Pemilihan yang menyebabkan pelaksanaan Pemilihan tidak 

sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

Pasal 76 

Pelanggaran Pemilihan hanya dapat dilaporkan oleh 

pemilih, Perwakilan Pemilih, Bakal Calon atau Calon kepada 

Camat. 

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksua 

pada ava: (1) dilaporkan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah 

pemungutan suara. 

Camat berkewajiban menindaklan'uti dan menyelesaikan 

laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat 

belas) Hari sejak laporan diterima, 
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Bagian Kedua 

Tata Cara Pelaporan 

Pasal 77 

Laporan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan secara 

tertulis atan lisan. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) paling kurang 

memuat atau menerangkan: 

a. identitas lengkap pelapor, dan 

b. uraian permasalahan yangdilaporkan. 

Pelapor dalam menyampaikan laporan sebagaimana 

Snaksud pada ayat (2) wajib menyertakan: 

a. paling kurang 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan 

peristiwa /fakta yang dilaporkan: dan 

b. foto copy KTP atau identitas lain dari pelapor. 

Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 

berupa: 

Surat, a. 

b. keterangan para pihak: 

5 keterangan saksi: 

5 alat bukti lain: dan/atau 

e. alat bukti petunjuk. 

Bagian Ketiga 

Keputusan 

Pasal 78 

Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporari 

pelanggaran Pemilihan, Camat dapat memanggil Calon, 

pelapor, Panitia Pemilihan. Kepala Desa, anggota BPD, saksi 

atau mengundang masyarakat untuk dimintai keterangan, 

dan/atau meminta bukti/data dari Calon, pelapor, Panitia 

Pemilihan, Kepala Desa, anggota BPD dan/atau saksi atau 

pihak lainnya. | 

Para pihak yang dipanggil wajib hadir dan biikti/data yang 

diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

diserahkan kepada Camat. 

Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporan 

pelanggaran Pernilihan, selain memanggil para pihak 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat 

memerintahkan Panitia Pemilihan untuk membuka kotak 

Suara sera mengambil dan menyerahkan dokumen 

pevnlihan dan/atau surat suara dalam kotak suara kepada 

Carnat untuk diperiksa. 

Pembukaan kotak suara dan pengambilan dokumen 
pemilihan dan/atau surat suara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dibuatkan berita acara yang disaksikan paling 

sedikit 3 (tiga) orang saksi dan didampingi oleh pihak 

kepolisian setempat. 

Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana 
dimaksud pada avat (1), Camat dibantu oleh perangkat 

Kecamatan. 

Perangkat Kecamatan sebagaimana dimasud pada ayat (5) 

diangkat dengan surat keputusan Camat sejak tahapan 
persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. 

Pasal 79 

Camat dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan 
berwenang menetapkan keputusan: 

a. membatalkan keputusan Panitia Pemilihan: 

b. pembatalan daftar Perwakilan Pemilih: 

penghitungan ulang perolehan suara: 

d. pemungutan suara ulang: 

e. tindakan lain yang dianggap perlu. 

Selain menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),Camat dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan 

berwenang menetapkan keputusan berupa sanksi: 

a. pembatalan sebagai Calon atau pembatalan sebagai 

Calon terpilih: 

b. pemberhentian sebagai anggota Panitia Pemilikan, 

C. rekomendasi. 

Pasal 80 

Pembatalan keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, apabila 
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keputusan Panitia Pemilihan ditetapkan tidak sesuai 
ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

Pembatalan daftar Perwakilan Pemilih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, apabila terdapat 
Perwakilan Pemilih tidak raemenuhi Syarat sebagai pemilih 

alan tala cara pengambilan Perwakilan Pernilih tidak sesuai 

yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

Penghitungan ulang perolehan suara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d,apabila: 

Aa. penghitungan suara dilakukan di tempattertutup: 

bh. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang 

terang atau kurang mendapatkan cahaya penerangan: 

C. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang 

kurang jelas: 

d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan kurang jelas: 

e. saksi dan msyarakat tidak dapat menyaksikan proses 

penghitungan suara dengan jelas: 

f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar 

tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan/atau 

2g. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara 

yang sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah 

Perwakilan Pemilih vang menggunakan hak suara. 

Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79 ayat (1) huruf e, apabila: 

4. pemungutan suara dilakukan tidak sesuai tata cara 

yang diatur dalam peraturan Bupatiini: 

b. anggota Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan 

menyuruh Perwakilan Pemilih memberikan tanda 

khusus sehingga diketahui pilihan dari Perwakilan 

Pernilih: 

c. Panitia Pemilihan merusak surat suara yang sudah 

digunakan oleh Perwakilan Pemilih sehingga surat 

suara tersebut menjadi tidak sah: 

d. terdapat penggunaan suara oleh pemilih yang tidak 

terdaftar dalam Perwakilan Pemilih: dan fatau 

e. terjadi penggelembungan atau pengurangan perolehan 
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suara Calon, yang mempengaruhi secara langsung 

ketcerpilihan Calon. 

Tindakan lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f, apabila dalam pelaksanaan 

pemilihan terjadi hal yang bertentangan dengan peraturan 

Bupati ini yang secara langsung maupun tidak langsung 

dapat mempengaruhi keterpilihan Calon yang tidak 

termasuk sehagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (5). 

Pasal 81 

Pembatalan sehagai Calon atau pembatalan sebagai Calon 

terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 avat (2) 

huruf b, apabilaCalon: 

a. tidak memenuhi syarat sebagaiCalon: dan/atau 

h. menjanjikan atau memberikan uang atau materi 

lamnya kepada Perwakilan Pemilih secara Jangsung 

maupun ndak langsung agar Perwakilan Pemilih: 

|. tidak menggunakan hak pilihnya:dan/atau 

2. memilih calon tertentu. 

Pemberhentian sebagai anggota Panitia Pemilihan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, 

apabila anggota Panitia Pemilihan dengan sengaja 

melakukan tindakan yang mergakibatkan Pelaksanaan 

Pemilihan tidak sesuai peraturan Bupati ini dan peraturan 

perundang-udangan yang berlaku. 

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 

(2) huruf b adalah rekomendasi oleh Camat kepada pejabat 

berwenang atau atasan Kepala Desa, perangkat desa, 

anggota BPD dan/atau aparatur sipil Negara apabila Kepala 

Desa, perangkar desa, anggota BPD) dan/atau aparatur sipil 

negara mengintervensi dan/atau melakukan tindakan yang 

menyebahkan pelaksanaan Pemilihan tidak terlaksana 

sesuai peraturan Bupati ini Jan peraturan perundang- 

udangan yang berlaku. 

Apabila Panitia Pemilihan yang diberi sanksi sebagaimana 

  

Koro 18 S1 seKoa jwaBur 
Hu - UV 

5 

  

                 



(4) 

(2) 

“55. 

dimaksud pada ayat (2) adalah perangkat desa atau aparatur 

sipil negara, yang bersangkutan tetap direkomendasikan 

kepada pejabat berwenang atau atasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 82 

« IN Kentu Uarnaft sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 

harus berdasarkan penilaian secara objektif berdasarakan 

nasi! pembuktian dalam verifikasi dan klarifikasi serta 

didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan 

peraturan perundang-undanganlainnya. 

Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (Ji 

ditetapkan melalui surat keputusan. 

Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling kurang memuat: 

a. pokok permasalahan: 

b. pertimbangan menjadi dasar keputusan, dan 

Cc. materi keputusan. 

Keputusan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 

ayat (1) dan ayat (2) huruf a disampaikan kepada Panitia 

Pemilihan, Keputusan Camat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 79 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Kepala Desa 

dan BPD,dan Keputusan Camat sebagai mana dimaksud 

dalam Pasai F9 avat (2) huruf c disampaikan kepada pejabat 

berwenang paling lambar 3 (tiga) hari setelah keputusan 

ditelapkan. 

Keputusan Camat bersifat final dan mengikat. 

Pasal! 83 

Dalam Keputusan Camat adaiah keputusan sebagaimana 

dimaksud dalam dalam Pasa! 78 ayat (1), dan ayat (2) huruf 

a Panitia Pemilihan wajih menindaklanjutinya paling lambat 

3 (tiga) Hari setelah keputusar. Camat diterima. 

Dalam hal keputusan Camat adalah pemungutan suara 

ulangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf 

d, Panitia Pemilihan wajib menindaklanjutinya melalui 
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pemungutan suara ulang yang dilakukan sesuai tata cara 

pemungutan dan perhitungan suara yang diatur dalam 

Peraturan Bupati ini yang dilaksanakan paling lambat 5 

(lima) Hari setelah keputusan Camat diterima. 

Dalam hal keputusan Camat adalah pemberhentian sebagai 

anggotaPanitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 78 ayat (2) huruf b, Kepala Desa wajib 

memberhentikan Panitia Pemilihan bersangkutan paling 

lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan Camat diterima. 

Dalam hal keputusan Camat adalah rekomendasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, 

atasan atau pejabatan berwenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) wajib menindaklanjuti 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Bab VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 84 

Kormat-format administrasi Pemilihan tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 85 

Pedoman penyusunan biaya Pemilihan untuk setiap kegiatan 

Pemilihan ditetapkan oleh Kepala organisasi Pemerintah Daerah 

yang membidangi Desa melalui surat edaran. 

Pasal 86 

Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum 

berakbir masa jabatannya diadakan pengisian anggota BPD 

aritar waktu. 

Masa jabatan anggota BPD antarwaktu adalah sisa waktu 

yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau 

diberhentikan. 
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Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan 

apabila sisamasa jabatan anggota BPD yang digantikan 

kurang dari 6 (enam) bulan. 

Anggota BPN) yang berhenti sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digantikan oleh Calon anggota BPD yang 

memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sesuai 

Wilayah Pemilihan atau Perwakilan Perempuan. 

Dalam hal Calon anggota BPD yang memperoleh suara 

terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Calon anggota BPD, digantikan 

oleh Calon anggota BPD yang memperoleh suara terban, ak 

urutan berikutnya. 

Dalam hal tidak terdapat Calon anggota BPD yang 

memperoleh Suara terbanyak urutan berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat(5),anggota 

BPD yang berhenti digantikan oleh Calon anggota BPD yang 

memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam 

daftar peringkat perolehan suara pada Wilayah Pemilihan 

lain atau Perwakilan Perempuan. 

Dalam hal tidak terdapat Calon anggora BPD sebagaimana 

Cimaksud pada ayat (6) diadakan pemilihan anggota BPD 

diadakan pengisian anggota BPD antarwaktu melalui 

INusyawarah Desa. 

Tata cara pengajuan Calon teripilih anggota BPD kepada 

Bupati yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku 

mutatis mutandis terhadap pengajuan pengganganti antar 

waktu Calon anggota BPD. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 87 

Pelaksanaan pengisian anggota BPD untuk gelombang 

Pemilihan tahun 2019 dilaksanakan pada tahun 2020. 

Pemilihan tahun 2020 dilaksanakan bagi Desa yang masa 

jabatan anggota BPD akan berakhir atau berhenti sampai 
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dengan tanggal 3! Desember 2020. 

(3) Pemungutan suara untuk Pemilihan tahun 2020 
Gilaksanakan di Hari yang sama. 

(4) Hari pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilihan 

tahun 2020 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemperdayaan 

Masyarakat Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Pasal 88 

(1) Jadwal pelaksanaan kegiaten Pemilihan khusus untuk 
tahun 2020 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

rs Ketentuan waktu pelaksanaan Pemilihan yang ditentukan 

dalam peraturan Bupati ini untuk Pemilihan tahun 2020 
menyesuaikan dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (t). 

BAB VIH 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 89 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan 

pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai 

Pemilihan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 90 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan 

Pengangkatar, Pemberitahuan Pergantian Antarwaktu dan 

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 

Jaerah Kabunaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 28 seri E) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 91 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal A7 Febryah 2020 

ORONTALO, A    
Diundangkan di Limboto , 

pada tanggal 27, Pebtrvan 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO, 

IJAH THAIB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR !!
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LANGKA H PERATURAN BUFATI GORONTALO 

NOMOR TAHUN 2020 

TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

CONTOH TATA CARA PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN DAN TATA 

CARA PENENTUAN JUMLAH ALOKASI KURSI ANGGOTA BPD 

LL LATA DESA 

- Nama Desa : Desa Labanu 

- Jumlah Penduduk Desa 1 2.717 Jiwa 

Jumlah Penduduk Dusun : 

2 iSusun Jati : 702 Jiwa 

e Jusun Timba 774 Jiwa 

asu Sunu . S1Y Jiwa 

« Gusun Tohupo | 384 Jiwa 

» Dusun Longgi : 240 Jiwa 

Jasak antara Dusun terjauh 

se Dusun varig memiliki jarak terjauh antara Dusun, yakni Dusun 

Tohupo dan DusunBohulo. 

Jarak antara Dusun 

« Dusun Longgi memiliki jarak lebih dekat ke Dusun 

Tohupo dibandingkan ke DusunBohulo. 

» Dusun Limba memiliki jarak lebih lebih dekat ke Dusun Bohulo 

dibandingkan ke Dusun Tohupo. 

e  DusunJatimemilikijaraklebihdekatkeDusunBohuledibandingkan 

ke Dusun Tohupo. 

II. PENENTUAN ALOKASI KURSI BPD UNTUK DESALABANU 

- Jumlah Penududuk Desa :. 2.717 Jiwa 

Jumlah Alokasi Kursi Angggota BPD : 7 Kursi 

IJuumnlah penduduk Desa Labanu sebanyak 2.717 Jiwa sehingga 

Ssesua ketentuan dalam Pasai 15 ayat (2) huruf b yang menyebutkan 

Desg dengan iumlah penduduk lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) 

sunpai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) anggota BPD, 
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maka alokasi kursi anggota BPD untuk Desa Labanu sebanyak 7 

(tujuh)Kursi). 

PFMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN 

Pembentukan Wilayah Pemilihan dilakukan dengan cara: 

| Tahan Pertama : 

|. Menentukan 2 (dua) Dusun yang memilik: jarak terjauh 

sntarDusun di dalam Desa. 

Sesuat Data Desa, 2 (dua) Dusun yang memiliki jarak terjauh 

antarDusun adalah: 

- Dusun Tohupo: dan 

-  DusunBohulo. 

2. 2 (dua) Dusun yang memiliki jarak terjauh antar Dusun 
didistribusi ke setiap Wilayah Pemilihan. 

Dusun Tohupo didistribusi ke Wilayah Pemilihan 1. 

- Dusun Bohulo didistribusi ke Wilayah Pemilihan2. 

1. Tahap Kedua 

1. Sisa Dusun yang belum terdistribusi pada Tahap Pertama, yakni: 

- Dusun Longgi:, 

Dusun Limba: 

Yusun Jati. 

2 Sie Dusui yang belum terdistribusi pada Tahap Pertama 

didistribusi ke Wilayah Pemilihan, yakni: 

Dusun Limba didistribusi ke Wilayah Pemilihan 1 

(Dusun Limba didistribusi ke Wilayah Pemilihan 1 karena 

Dusun Limba memiliki jarak lebih dekat dengan Dusun Bohulo 

dibanding ke Dusun Tohupo). 

Dusun Longgi didistribusi ke Wilayah Pemilihan 2 

(Dusun Longgi didistribusi ke Wilayah Pemilihan 2 karena 

Dusun Longgi memiliki jarak lebih dekat dengan Dusun Tohupo 

dibanding ke Dusun Tohupo). 

- Dusun Jati didistribusi ke Wilayah Pemilihan 1 

(Dusun Jati didistribusi ke Wilayah Pemilihan 1 karena Dusun 

Jati memiliki jarak lebih dekat ke Dusun Bohulo dibanding ke 
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Dusun Tohupo). 

Sesuai hasil distribusi Dusun ke Wilayah Pemilihan yang dilakukan di 

atas diperoleh hasil: 
  

  

  

  

  

            
  

po JUMLAH JUMLAH 
WILAYAH 

DUSUN PENDUDUK PENDUDUK 
PEMILIHAN 

DUSUN DUSUN 

1. Dusun Bohulo 617 

wilayah pemilihan 1 (2. Dusun Limba 774 2.093 

3. Dusun Jati 702 

1 1. Dusun Tohupo 384 
wilayah pemilihan 2 624 

| 2. Dusun longgi 624 

Jika inemperhatikan distribusi Dusun ke Wilayah Pemilihan pada tabel 

di atas jumiah penduduk setiap Wilayah Pemilihan jauh berbeda 

sehingga tidak berimbang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 

ayat (5) yang menyebutkan jumlah penduduk setiap Wilayah Pemilihan 

setelah Pengelompokan Dusun dalam Wilayah Pemilihan diusahakan 

dengan jumlah berimbang. 

Sehingga untuk menjadikan jumlah penduduk setiap Wilayah Pemilihan 

berimbang salah satu Dusun dalam Wilayah Pemilihan 1 di distribusi ke 

Wilayah Pemilihan 2. Dusun dalam Wilayah Pemilihan 1 yang lebih 

memungkin didistribusi ke Wilayah Pemilihan 2 adalah Dusun Jati 

sebab Dusun Jati lebih dekat ke Dusun Tohupo yang ada di Wilayah 

Pemilihan 2 dibanding Dusun Limba dan Dusun Bohulo. 

Olehnya hasil akhir distribusi Dusun ke Wilayah Pemilihan adalah: 
  

  

  

  

  

  

      

| JUMLAH JUMLAH 
WILAYAH 

DUSUN PENDUDUK PENDUDUK 
| PEMILIHAN 
| DUSUN DUSUN 

| Wilayah 1. Dusun Bohulo 617 
| Dm 5: 1.445 
| Pemilihan 1 2. Dusun Limba 7174 

| 1. Dusun Tohupo 384 
Wilayah - 

2. Dusun Longgi 240 1.326 
Pemilihan 2 | 

3. Dusun Jati 702 |       
  

  

sKppI1AS 1 | SEKDA |WABUP 
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IL PENENTUAN JUMLAH KURSI SETIAP WILAYAHPEMILIHAN 

Penentuan jumlah alokasi kursi setiap Wilayah Pemilihan dilakukan 

dengan cara: 

&. Yahap Pertama: 

(Wergurangkan jumlah alokasi kursi anggota BPD Desa Labanu dengan 1 

Isatuj erang anggota BPD Perwakilan Perempuan) 

MNbernleh hasil: 

Jumlah alokasi kursi anggora BPD Desa sebanyak 57 

Jumlah Alokasi Kursi untukPerwakilan Perempuan -1 

Hasil (alokasi Kursi untuk seluruh Wilayah Pemilihan) -6 

b. Tahap Kedua 

(Membagi jumlah penduduk di setiap Wilayah Pemilihan yang 

bersangkutan dengan bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah 

penduduk suatu Desa dengan bilangan yang diperoleh dari hasil 

penghitungan pada tahap pertama! 

Diperoleh hasil: 

1 Wilayah Pemilihan Ii 

dumiah s JPWP 1: tJPD : HPTP) 
aiGkasi Kurs: 

3.445: (2.717 : 6) 

1.445 : 452,83 

23,19 

- 3 (angka pecahan dihilangkan) 

Angka 3 adalah jumlah alokasi kursi untuk Wilayah Pemilihan 1 

dalam perhitungan Tahap Pertama. 

2. Wilayah Pemilihan 2 

Jumlah . | 

Alokasi Kursi 5 JPWP 2 : (JPD : HPTP) 

1.326 : (2.717 : 6) 

  
KABAG | sKaDI KS 1 SEPDA | WABUP)| 
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ii 1.326 : 452,83 

sz 2.09 

£ 2 (angka pecahan dihilangkan) 

Angka 2 adalah jumlah alokasi kursi untuk Wilayah Pemilihan 2 

dalam perhitungan Tahap Pertama. 

Berdasarkan perhitungan Tahap Kedua alokasi kursi anggota BPD 

untuk setiap Wilayah Pemilihan adalah: 

Wilayah Pemilihan 1 - 3Kursi 

Wilayah Pemilihan 2 « 2Kursi 

(seluruh alokasi kursi untuk Wilayah Pemilihan pada perhitungan 

Tahap Kedua berjumlah 5 S5 kursi) 

Tahan Ketiga 

'Menyalokasikan sisa kursi yang belum terbagi kepada Wilayah 

Cemuithan yang memiliki sisa penduduk terbanyak) 

Menentukan sisa kursi vang belum terbagi: 

Seluruh alokasi kursi untuk Wilayah Pemilihan - 6kursi 

- Alokasi kursi untuk seluruh WilayahPemilihan 

if Skursi 

1Kursi 

pada perhitungan Tahap Kedua 
U - Sisa kursi belum terbagi 

2. Menentukan sisa penduduk pada setiap Wilayah Pemilihan 

- Wilayah Pemilihan 1 

Sisa Penduduk - JPWP 1 - SKWPTK X (JPD :HPTP) 

3 1.445-3KX (2.717 : €) 

5 1445-3X 452,83 

5 1.445 - 1.358,4 

286 

- Wilayah Pemilihan 2 

Sisa Penduduk - JPWP 2 - JKWPTK X (JPD :HPTP) 

2 1326-D0 XK (2.717 1 6) 

z 13206 -2X 452,83 
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T 1.326 - 905,66 

5420 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh sisa penduduk pada 
setiap Wilayah Pemilihan adalak: 

Wilayah Pemilihan 1 -86 

- Wilayah Pemilihan 2 -420 

Sehingga dengan demikian, karena Wilayah Pemilihan 2 memiliki sisa 
penduduk terbanyak dibandingkan dengan Wilayah Pemilihan 1, maka 
| sisa kursi dialokasikan untuk Wilavah Pemilihan 2. 
Uengan demikian jumlah alokasi kursi anggota BPD untuk setiap 
Wilayah Pemilihan dan alokasi kursi untuk Perwakilan Perempuan 
adalah: 

  | WILAYAH PEMILIHAN BAN” | ALOKAS! — | SELURUH JUMLAH | : 

| 
: ' 

| .. PERW ASILAN PEREMPUAN |”) KURSI! KURSI @ | Wilayah Pemilihan 1 | 3 Kursi i 
— Wilayah P Pemilihan 2 po Ska 7 Kursi : hinga ET 

S.S 5 Ai ——. 

Perwa 1 Han Perc cmpuan   
  

Keterengan: 

SPD - Jumlah Penduduk Desa 

JPWP ” Jumlah Penduduk Wilayah Pemilihan 
APP 5 Jumlah Hasil Perhitungan Tahap Pertama 
JK WPTK - Jumlah Kursi Wilayah Pemilihan Tahap Kedua 

A8upati GORONTALO. & 

NELSON PDPMALINGO
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR TAHUN 2020 

TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
Ba 5! 5 sa 

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN PERWAKILAN PEMILIH, PENENTUAN 
INTERVAIL, PERWAKILAN PEMILIH, DAN PENGAMBILAN NAMA 

PERWAKILAN PEMILIH - 

Pengambilan Perwakilan Pemilih dilakukan dengan tata cara: 

a. Menentukan jumlah Perwakilan Pemilih 

Misalnya jumlah pemilih dalam daftar Pemilih dalam salah satu Wilayah 

Pernilihan atau Perwkilan Perempauan sebanyak 449 orang, sehingga 

Perwakilan Pemilih sebanyak 1099 dari pemilih dalam daftar Pemilih 

  

  

adalah: 

Jml pemilih dim daftar pemilih 
Jin! Perwakilah Pemilih - X10 

100 

449 
Jml Perwakilah Pemilih - X10 

100 

Jml Perwakilan Pemilih « 44,9 (Karena angka 44,9 masih terdapat 

i angka pecahan, maka angka 44,9 

tersebut dibulatkan menjadi 45. Sehingga 

jumlah Perwakilan Pemilih sebanyak 1054 

dari pemilih dalam daftar Pemilih adalah 

sebanyak 45 Perwakilan Pemilih). 

Jmi Perwakilan Pemilih « 45 Orang 

h. Menentukan interval pengambilan Perwakilan Pemilih 

Membagi jumlah pemilih dalam daftar Pemilih dengan jumlah 

Perwakilan Pemilih dilakukan dengan cara:



-1
 

KG
 

Jml Pemilih dim daftar Pemilih 
  

  

Interval 

Jmi perwakilan Pemilih 

449 
Interval - 

45 

Interval z 9,9 (Karena angka 9,9 tersebut masih terdapat angka 

pecahar.,, maka angka 9.9 tersebut dibulatkan menjadi 

10. Sehingga dengan demikian interval pengambilan 

Perwakilan Pemilih adalah 10) 

Interval &-10 

Pengundian 

Untuk menentukan Perwakilan Pemilih awal dilakukan dengan cara 

mengundi angka 1 sampai dengen angka 20. 

Miseinya angka yang terundi adalah angka 16 

Pengambilan Perwakilan Pemilih 

Karena angka 16 yang terundi, maka pengam“ilan Perwakilan Pemilih 

untuk nomor urut awal diambil dari nama peinilih yang berada dalam 

nomor urut 16. Selanjutnya Perwakilan Pemilih yang diambil kelipatan 

10 (angka inteval) sehingga nama Perwakilan Pemilih yang diambil 

adalah pemilih dengan nomor urut 16, 26, 36, dan seterusnya sampai 

dengan nomor urut 426, 436, 446. 

Pemenuhan Jumlah Perwakilan Pemilih 

Karena setelah mencapai kelipatan angka interval pada nomor urut 446 

tinggal tersisa 3 angka sehingga tidak cukup untuk kelipan berikutnya 

sedangkan jumlah Perwakilan Pemilih baru sebanyak 44 yang terambil 

dati seharusnya sebanyak 45, maka perhitungan interval dilanjutkan 

terus Ke nomor urut awal, sehingga kelipatan interval berikutnya adalah 

noma! urut 7. Lengan derrikian keseluruhan nama Perwakilan Pemilih 

yang dhambi adalah pemilih dengan nomor urut 16, 26, 36, dan 

selerlsnye sampai dengan nomor urut 426, 436, 446, dan nomor urut 7. 
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Nama-nama Pemilih sesuai nomor urut yang terambil sebagaimana 
disebutkan dalam huruf e disusun dalam sebuah daftar Perwakilan 

Pemilih. 

da TI GORONTALOK 

  

    

  

NELSON ROMALINGO
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR TAHUN 2020 

TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

9. 
10. 

12. 

  

FORMAT ADMINISTRASI 

PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

FORMAT ! 

FORMAT 2 

FORMAT 3 

FORMAT 4 

FORMAT 5 

FORMAT 6 

FORMAT 7 

RORMAT 8 

FORMAT 9 

FORMAT 10: 

PORMAT 11: 

FORMAT 12: 

SURAT — KEPALA DESA KEPADA BUPAT! 

PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG 

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN 

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI PANITIA 

PEMILIHAN 

SURAT PANITIA PEMILIHAN MENGENAI RENCANA 

BIAYA PEMILIHAN 

SURAT KEPALA DESA ' MENGENAI PERSETUJUAN 

RENCANA BIAYA PEMILIHAN 

BERITA ACARA PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD, 

PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN DAN ALOKASI 

ANGGOTA BPD SETIAP WILAYAH PEMILIHAN DAN 

PERWAKILAN PEREMPUAN 

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG 

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA, WILAYAH PEMILIHAN, 

DAN ALOKASI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA SETIAP WILAYAH PEMILIHAN DAN PERWAKILAN 

PEREMPUAN 

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMELIH 

SEMENTARA 

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA 

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH 

DAPTAR PEMILIH 

BENTUK SEGEL



17. 

18. 

19. 

27, 

28. 

29. 

30. 

31, 

32. 

33. 

34, 

FORMAT 13 : 

FORMAT 14: 

FOBRMAT 15: 

FORMAT 16 : 

FORMAT 17 : 

FORMAT 18: 

FORMAT 19: 

FORMAT 20 : 

FORMAT 21: 

FORMAT 22 : 

FORMAT 23: 

FORMAT 24 : 

FORMAT 25 : 

FORMAT 26 : 

FORMAT 27 : 

FORMAT 28: 

FORMAT 29 : 

FORMAT 30: 

FORMAT 31 : 

FORMAT 32 : 

FORMAT 33 : 

FORMAT 34 : 

1 Ui
 

PENGESAHAN SEGEL 

BERITA ACARA 

PERWAKILAN PEMILIH 

DAFTAR PERWAKILAN PEMILIH 

SURAT KEPUTUSAN PANITIA 

PERWAKILAN PEMILIH 

SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPADA 

MENGENAI DAFTAR PERWAKILAN PEMILIH 

PENGANTAR SURAT PANITIA PEMILIHAN 

KEPADACAMAT  MENGENAI PENGANTAR DAFTAR 

PERWAKILAN PEMILIH 

SURAT PANITIA PEMILIHAN TENTANG 

PEMBERITAHUAN SEBAGAI PERWAKILAN PEMILIH 

BERITA ACARA PENETAPAN CALON 

SURAT KEPUTUSAN PANITIA — PEMILIHAN 

PENETAPAN CALON 

BENTUK FORMAT PENGUMUMAN CALON 

BENTUK SURAT SUARA 

BERITA ACARA PENETAPAN SURAT SUARA 

SURAT PANGGILAN PERWAKILAN PEMILIH 

TANDA TERIMA SURAT PANGGILAN PERWAKILAN 

PEMILIH 

DAFTAR HADIR PANITIA PEMILIHAN DAN SAKSI 

DAFTAR HADIR PERWAKILAN PEMILIH 

KERTAS PLANO 

BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN 

SUARA 

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI 

CATATAN KEJADIAN KHUSUS 

TANDA TERIMA BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN 

PERHITUNGAN SUARA UNTUK SAKSI CALON 

BERITA ACARA PENETAPAN CALON TERPILIH 

TENTANG PENGAMBILAN 

PEMILIHAN TENTANG 

CAMAT 

TENTANG 
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35. 

36. 

37. 

20 
PU 

40. 

FORMAT 35 : 

FORMAT 36 : 

FORMAT 37 : 

FORMAT 38: 

FORMAT 40 : 
5
 

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG 

PENETAPAN CALON TERPILIH 

SURAT KEPADA KEPALA DESA 

PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMILIHAN 

PENGANTAR SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPADA 

KEPALA DESA MENGENAI PENYAMPAIAN LAPORAN 

HASIL PEMILIHAN 

SURAT KEPALA DESA KEPADA CAMAT MENGENAI 

LAPORAN HASIL PEMILIHAN 

PENGANTAR SURAT KEPALA DESA KEPADA CAMAT 

MENGENAI LAPORAN HASIL PEMILIHAN 

BERITA ACARA SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD 

MENGENAI 

  

SEKpA IWaBuP 
  

            
 



  

FORMAT 1 
      

KOP SURAT PEMERINTAH DESA 
  

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

  

Nomor : (no. surat) Kepada 

Sifat : penting Yth. Bupati Gorontalo 

Lamp. :1 (satu) rangkap Di- 

Hal : PemberitahuanBerakhirnya 

Tempat 

Masa Jabatan Anggota BPD. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati 

Gorontalo Nomor .... tentang Pemilihan Anggota BPD, maka dengan ini 

diberitahukan bahwa sesuai Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 

....Tahun 

sampai dengan tahun .... akan berakhir .... pada tanggal........... 

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. 

KEPALA DESA mo... 

ttd 

.ourconasununuanansauanunananna 

Tembusan : 

1 Yth. Camat.......... PN aan an g 

2. Arsip. 
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FORMAT 2 
      

  

KEPALA DESA.......... 

KABUPATEN GORONTALO 

KEPUTUSAN KEPALA DESA .......... 

NOMOR ... TAHUN ........ 

TENTANG 

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARAN DESA TAHUN ..... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

KEPALA DESA no. 

Menimbang :a. bahwa sesuai Keputusan Bupati Gorontalo Nomor... 

Tahun 

tentang Pengangakatan Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa ... Masa Jabatan Tahun 

Sampai Dengan Tahun ..., keanggotaan Badan 

Permusyawaratan Desa...... akan berakhir sehingga akan 

diselenggarakan pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa masa jabatan tahun ... sampai 

dengan tahun...., 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan 

Bupati Gorontalo Nomor ..... Tahun ...... tentang 

PemilihanAnggota Badan Permusyawaratan Desa, 

menyebutkan Panitia Pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa diangkat dan diberhentikan oleh 

Kepala Desa, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaiamana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

  aa 

Bapa AK S1 sep WABUP 
    

             



Mengingat 

Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Panitia 
Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495): 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

PemerintahNomor 1! Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 632 1), 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negera 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89): 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negera 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89): 

. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 

2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 18 Nomor 15, 

8 Iskpo s1 | SEKDA |WaBup BEPgEPe 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo 

Nomor 195), 

. Peraturan Bupati Gorontalc Nomor ..... Tahun ...... 

tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun ..... Nomor 

.« Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Nomor.....), 

Keputusan Bupati Gorontalo Nomor ... Tahun ... tentang 

Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa .... 

Masa jabatan Tahun ... Sampai Dengan tahun ...: 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN 

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ....... 

Mengangkat panitia pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa...... tahtih 2.1: , masing-masing: 

1, sunan , Ketua merangkap anggota, 

DL .Gonemewamewnnama , Wakil Ketua raerangkap anggota, 

SN mesem , Sekretaris merangkap anggota, 

Ha Gent nstiNakamanpanae , Wakil Sekretaris merangkap anggota, 

Ob: ses mamaam , Bendahara merangkap anggota, 

Oh en semnan , Wakil Bendahara merangkap anggota, 

Ts waras , anggota, 

Ge pentet kennan , anggota, 

DL emas , anggota. 

: Panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai 

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

  

smpD | MS 1 | SEKDA |WABUP 
  

           



KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di (nama Desa) 

pada (tgl), (bin), (thn) 

KEPALA DESA wesisiissposinsans 

p...u.ccoconaruuanguanuanna 
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FORMAT 3 

    

BERITA ACARA 

PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA mio. 

PEMILIHAN TAHUN ........ 

Pada hari Ini... tanggal ..... penananananananan bulan aan 

taAhUN Lk bertempat di ............ , Saya, NaMa 

(nama Kepala Desa/atau Perangkat Desa yang ditunjuk), .......... 

(nama jabatan), berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 

Kana Tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan 

disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, masing-masing: 

Io NAMA (iama saksi), ....... (nama jabatan), dan 

2. Nama... (nama saksij, ........ (nama jabatan), 

Telah mengambil sumpahjjanji Panitia Pemilihan Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa ...... Tahun ...... , masing-masing: 

Panen (nama anggota Anggota Panitia Pemilihan): 

Danke (nama anggota Anggota Panitia Pemilihan): 

PN (nama anggota Anggota Panitia Pemilihan), 

Ah nnkananananananaan (nama anggota Anggota Panitia Pemilihan): 

Sekat (nama anggota Anggota Panitia Pemilihan): 

Conan (nama anggota Anggota Panitia Pemilihan): 

Ta nnnanaanakann (nama anggota Anggota Panitia Pemilihan): 

Be anne (nama anggota Anggota Panitia Pemilihan): dan 

Do nnananennnanan (nama anggota Anggota Panitia Pemilihan): 

Dalam pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa tersebut didampingi rohaniawan: 

Tenan (nama rohaniawan) bagi yang beragama Islam: 

Do nanang. (nama rohaniawan) bagi yang beragama Kristen, dan 

3. dst. 

Anggota Panitia Pemilihan yang mengangkat sumpah/janji 

tersebut mengucapkan sumpahjjanji sebagai berikut: 

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji: Bahwa saya akan 

memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia 

Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang: 

undangan dengan berpedoman pada Pancasiia dan Undang-Undang 

  

KEsG (SKPD MAS 1 | SEKDA |WABUP 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam 

menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh- 

sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Panitia Pemilihan 

anggota Badan Permusyawaratan Desa, tegaknya demokrasi dan 

keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan kepentingan Daerah dan Desa daripada kepentingan 

pribadi atau golongan”. 

Dernikian berita acara pengambilan sumpah/janji ini dibuat 

dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan semestinya. 

YANG MENGAMBIL 

SUMPAH KEPALA DESA... 

ANGGOTA PANITIA 

PEMILIHAN YANG 

MENGANGKAT SUMPAH 

Ih menoniandnekkn (nama) os (ttd) 

Oh Semu BokU Gea Ten aakaANun (ttd) 

.ooeorcecenenaaauenanatarananaa 

secocooooomenanananan cm. ..e.ec..owanaruann—————————— ..............x 

ma 
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FORMAT 4 
      

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA. is KECAMATAN co... 

KABUPATEN GORONTALO 

SKA. born omnstenea DESA na iita name KAI renon Kab. Gorontalo ......... 

NO: Tipe 3 ERD OAL eno v2sovesas 
  

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

Nomor : (no.surat) Kepada 
Sifat : penting Yth. Kepala Desa.................. 
Lamp. :3 (tiga) berkas Di — 
Hal : Rencana Biaya pemilihan Tempat. 

Dengan hormat, 

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati No. ...... Tahun waw 

tentang Pemilihan Anggota BPD,untuk sumber pendanaan biaya pemilihan 

anggota BPD, Panitia Pemilihan menyusun dan mengajukar. rencana biaya 

pemilihan kepada Kepala Desa. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diajukan kepada Kepala 

Desa Rencana Biaya Pemilihan Anggota BPD ........... TA us ses 

sebagaimana terlarnpir. 

Demikian rencana biaya pemilihan ini diajukan,dimohon kiranya 

untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

ore ocanusunuananunnn 

  

      
   

Sekretaris, 
Stempel 

Panitia 

Pemilihan ttd 
some oma" “HeaS yegegeKunuseeeanaaunuanun 

Tembusan : 

1. Bupati Gorontalo, di Limboto 
2. Yth. Kepala Dinas PMD, di Limboto 

3 3 Camat una MN esa j 

4. Badan Permusyawaratan Desa....... NT anatagnn : 

9. Arsip. 
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FORMAT 5 
      

  

KOP SURAT 

PEMERINTAH DESA 

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

Kepada 

Nomor : (no. surat) Yth. Panitia Pemilihan Anggota BPI) 

Sifat : Penting Di - 

Lamp. :3 (tiga) berkas Tempat 

Hal : Persetujuan Rencana 
  

Biaya Pemilihan 

Dengan hormat, 

Setelah membaca dan mempelajari surat Panitia Pemilihan Anggota 

BPD NG: so mos2 tanggal ........ Perihal: Rencana Biaya Pemilihan, serta 

setelah memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APB Desa untuk 

kegiatan Pemilihan Anggota BPD Tahun ....... , maka dengan ini disampaikan 

persetujuan Kepala Desa atas pengajuan Rencana Biaya Pemilihan, 

sebagaimana terlampir dalam surat ini. 

Demikian, persetujuan ini disampaikan. 

KEPALA DESA .......... 

.oocooocorocarsananaannn 

Tembusan : 

Bupati Gorontalo, di Limboto 

Yth. Kepala Dinas PMD, di Limboto 

Camat ...... 2 Ol near : 

Badan Permusyawaratan Desa....... Saki 3 

Arsip. O
n
a
 

S0
 
Ka
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FORMAT 6 
      

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA Lc... KECAMATAN coc... 

KABUPATEN GORONTALO 
JIN. nc Desa... KEC. san Kab. Gorontalo ......... 

No. Tip. saka » BMA: Lana 
  

BERITA ACARA 

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD, PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN 

DAN ALOKASI ANGGOTA BPD SETIAP WILAYAH PEMILIHAN DAN 

PERWAKILAN PEREMPUAN 

LINTUK PEMILIHAN ANGGOTA BPD... TAHUN ....... 

Pas aa nh tanggal... bulan LL... o tahun 

PRIA na . telah dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan 

onggota BPD dengan pembahasan penetapan jumlah anggota BPD, 

pembentukan Wilayah Pemilihan, alokasi kursi anggota BPD setiap Wilayah 

Femi#handanalokasikursianggotaBPDPerwakilanPerempuan.Rapattersebut 

diselenggarakan dengan kegiatan: 

A. PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD 

Berdasarkan data kependudukan yang diserahkan oleh Kepala 

Desa Lo. (nama desa) kepada Panitia Pemilihan melalui surat 

KepalaDesa Nomor: oo. Tanggal ......... Perihal: Penyampaian 

Jurnlah Penduduk Desa ......., (nama desa) tahun ......... (tahun terakhir), 

bahwa jumlah penduduk Desa... (nama Desah untuk tahun ..... 

(tahun terakhir) berjumlah ......... jumlah penduduk yang diampaikan 

oleh Kepala Desa) orang, yang terdiri atas: 

Lo DUSUN kak (nama dusun): Gumlah penduduk)orang, 

DO NASUP Lk. (nama dusun): oo. (jumlah pendudukJorang, 

DISET Laka (nama dusun): oo. (jumlah pendudukJorang: 

Chipuna berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor .... Yahun .... 

Miang baniihan anggota BPD, Desa yang memiliki jumlah penduduk ... 

jiwa bumlah penduduk yang diampaikan oleh Kepala Desa) masuk dalam 

kelompok Desa yang memilki BPD sebanyak ... jumlah anggota BPD) 

orang. Olehnya berdasarkan jumlah penduduk tersebut Panitia 
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(nama Desa) 

PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN 

Setelah menetapkan jumlah anggota BPD, Panitia Pemilihan melakukan 

pembahasan pembentukan Wilayah Pemilihan. 

Pembentukan Wilayah Pemilihan dilakukan dengan cara mengelompokan 

Dusun dalam 2 (dua) Wilayah Pemilihan sebagaimana yang ditentukan 

dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun tentang 

Pemilihan anggota BPD. Selanjutnya dengan memperhatikan : 

l. Jumlah penduduk setiap Dusun, 

Jumlah Wilayah Pemilihan, 

Jumlah anggota BPD ... sebanyak ....... (jumlah anggota BPD sesuai 

yang diurai dalam huruf A) orang sebagiamana diurai pada huruf A, 

4. Jarak antar Dusun, 

Maka dibentuk Wilayah Pemilihan sebagai beriisut: 
  

  

  

  

  

      

WILAYAH Tua JUMLAH JUMLAH PENDUDUK 

PEMILIHAN PENDUDUK DUSUN | WILAYAH PEMILIHAN 

WILAYAH 1. Dusun.... ... Jiwa 

PEMILIHAN 2. Dusun... .. Jiwa ... Jiwa 

1 (35 2gb .. Jiwa 

WILAYAH ”— |1. Dusun... .. Jiwa Kn 

| PEMILIHAN |2. Dusun... ... Jiwa .... Jiwa 

| 2 3 ain ik .. Jiwa       
  

PENETAPAN ALOKASI KURSI ANGGOTA BPD UNTUK SETIAP WILAYAH 

PEMILIHAN 

Setelah melakukan perhitungan alokasi kursi anggota BPD untuk setiap 

Wilayah Pemilihan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan 

... Tahun .... tentang Pemilihan anggota BPD 

ditetapkan alokasi kursi setiap Wilayah Pemilihan dan alokasi kursi 

Bupati Gorontalo Nomor . 

untuk Perwakilan Perernpuan adalah: 
  

    
  

  
  

  

  

WILAYAH PEMILIHAN 0 

DAN SELURUH JUMLAH 
ALOKASI KURSI 

PERWAKILAN KURSI 

PEREMPUAN 

Bag (sWpD | S1 | SEKDA |WASUP 
(TT w & 
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Wilayah pemilihan 1 ... Kursi — 

Wilayah pemilihan 2 .. Kursi ... Kursi 

Perwakilan perempuan ... Kursi | 
  

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat 

digunakan semestinya. 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARTAN DESA 

  

  

  

      
  

  

  

      

ttd ttd ttd 

Nama Nama Nama 

Tn 1 ! — 0 1 

Ttd ttd ttd ttd ttd | 

| — Nama — Nama Nama Nama Nama 
— |   
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PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

DESA 44. KECAMATAN ma. 
KABUPATEN GORONTALO 

JUN ka, DESA KEC. 4 Kab. Gorontalo ......... 
NO. Tipu sanak. Email: 

KEPUTUSAN 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

NOMOR ... TAHUN ........ 

TENTANG 

JUMLAH ANGGOTA, 

WILAYAH PEMILIHAN, DAN ALOKASI ANGGOTA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETIAP WILAYAH PEMILIHAN DAN 

PERWAKILAN PEREMPUAN 

UNTUK PEMILIHAN TAHUN ........ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. ......... 

Menutnibang . 2. banwa sesuai ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 

b. 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor .... Tahun 

tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa, disebutkan bahwa jumlah anggota, wilayah 

pemilihan dan alokasi anggota Badan Permusyawaratan 

Desa setiap wilayah pemilihan ditetapkan oleh Panitia 

Pemilihan: 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 

sebgaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan 

dalam rapat Panitia Pemilihan tanggal ......... telak, 

menetapkan jumlah anggota Badan Permusyawaratan 

Desa ...., Wilayah Pemilihan dan alokasi anggota Badan 

Permusyawaratan Desa setiap Wilayah Pemilihan dan 

Perwakilan Pemilih untuk pemilihan anggota Badan 
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PermusyawaratanDesa ....... tahun ....: 

. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaiamana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Panitia Pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa tentang Jumlah Anggota, 

Wilayah Pemilihan dan Alokasi Anggota Bauan 

Permusyawaratan Desa Setiap Wilayah Pemilihan dan 

Perwakilan Perempuan, 

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor ?, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495): 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik indonesia Nomor 2587F) 

scbagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

PemerintahNomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negera 
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89): 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negera 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89): 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 18 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Nomor 195), 

7. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ..... Tahun ..... 

tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 

Nomor ...., Tambahan Berita Daerah Kabupeten 

Memperhatikan : Berita Acara rapat Panitia Pemilihan tanggal ............. 

tentang penetapan jumiah anggota, Wilayah Pemilihan 

dan alokasi anggota Badan Permusyawaratan Desa 

setiap Wilayah Pemi'ihan, 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG JUMLAH 

ANGGOTA, WILAYAH PEMILIHAN DAN ALOKASI 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETIAP 

WILAYAH PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN ........ 

KESATU : Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 

untuk pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa 

tahun ... sebanyak ... orang, 

KEDUA : Jumlah wilayah pemilihan untuk pemilihan anggota 

Badan permusyawaratan Desa tahun ... sebanyak ... 

wilayah pemilihan, terdiri atas : 

1. Wilayah Pemilihan 1 (Dusun ..... , Dusun ..... , dan 

Dusun om ) memiliki alokasi anggota Badan 

Permusywaratan Desa Sebanyak ..... orang, 

2. Wilayah Pemilihan 2 (Dusun ..... » DUSUN win , dan 

Dusun ..... ) memiliki alokasi anggota Badan 

Permusyawaratan Desa sebanyak ... orang, dan 

  ama ena memntasn na 
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3. Wilayah Pemilihan 3 (Dusun ..... , Dusun ..... , dan 

Dusun ..... ) memiliki alokasi anggota Badan 
Permusyawaratan Desa sebanyak ... orang: dan 

4. Perwakilan Perempuan memiliki alokasi anggota 

Badan Permasvaratan Desa sebanyak 1 (satul| 

orang. 

KESGA : Keputusan Panitia Pemilih ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di (nama Desa) 

Pada (tgl), (bln), (thn) 

KETUA PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

   Stempel 
Panitia 

Pemilihan        

  

Ttd 

  

    
Hosow Age A3 SEKDA | WABUP| 

2 X             
 



  
FORMAT 8 | 

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA KECAMATAN nc onaga 
KABUPATEN GORONTALO 

II ana Desa... KEC. Kab. Gorontalo ......... 
No. Tp p EMail: D4. 
  

BERITA ACARA 

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA 

Pada hari ini, LL... Tanggal ........, bulan... ptahun Le 

bertempat di oo , telah dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan 

anggota BPD dengan pembahasan penerapan Daftar Pemilih Sementara 

sesial Wilayah Pemilihan dan Pemilih Perempuan untuk pemilihan 
anggota BPD tahun ....... (tahun pemilih anggota BPD). 

Bahwa yang menjadi sumber utama dalam menyusun Daftar Pemilih 
Sementara tersebut adalah berasal dari dokumen Daftar Pemilih Tetap 
banana (Pemilu Tahun...../Pilkada Tahun......./Pilkades Tahun............) 

yang diperoleh dari ....... (nama lembaga). Kemudian Daftar Pemilih 
Tetap Lo... (Pemitu Tahun ..... /Piikada Tahun ....... /Pilkades Tahun 
katana ) tersebut ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara setelah 
ditambahkan penduduk Desa yang mempunyai hak pilih akan tetapi 

belum terdaftar. 

Adapun penduduk yang ditambahkan tersebut memenuhi 
ketentuan: 

a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 

17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah: 

b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya: 

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

. Bukan anggote Tentara Nasional Indonesia/Polisi Repullik 

indonesia,dan 

e. Belum terdaftar, dan 

— Berdomisili di Wilayah Pemilihan bersangkutan, bagi pemilih dalam 

Daftar Pemilih Sementara Wilayah Pernilihan: 

Selain itu telah dikeluarkan penduduk yarg tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai pemilih, karena 
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Sudah meninggal dunia, 

b. Sudah tidak berdomisili di wilayah Pemilihan bersangkutan, atau 

c. Terdafatar dalam Daftar Pemilih Tetap akan tetapi 

memenuhi syarat sebagai pemilih, 

sudah tidak 

Selanjutnya dalam rangka pemuktahiran, Daftar Pemilih Sementara 

tersebut akan diumumkan pada tempat yang strategis dan mudah 

dijangkau masyarakat selama 14 (empat belas) hari untuk memperoleh 

masukan dari masyarakat guna perbaikan. Daftar Pemilih Sementara 

dimal. sud sesuai yang yang terlampir 

Dernikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk 

dapat digunakan semestinya. 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

    

  

Stempel 

  

        
    

  

  

        
  

  

Panitia ttd ttd ttd Ttd 

Remilihan 

— Nama Nama ” Nama Nama | 

| ttd ttd ttd ttd ttd 

Nama Nama Nama Nama Nama 

DI w891 | SEKDA IWABUP 
  

          

  

  

 



PANITIA PEMILIHAN 
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ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA sansirass 

..... 

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA 
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

    

  

  

  

  

    
    

                    
  

    
       

  

  

DESA snewewasn TAHUN esssa1n 

WILAYAH PEMILIHAN: .......... / PEMILIH PEREMPUAN 

| | STATUS or — 
NO. TEMPAT TGL JENIS 

| no NAMA NIK PERKAWINAN DUSUN | DISABILIT | KET 
KK LAHIR LAHIR KELAMIN L/P | 

B/S/P | 

SA LI LA menua 
| 2 | | pool : ' 

Poto fenasopemdonsasonkn : 2 

E £ 
Ditetapkan di......... (nama Desa) 

Pada... (eglj, sesmoei (ol), axoo (thn) 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA 

Ketua, Sekretaris, 

Stempel 
Panitia 

Ttd Pemilihan ttd 

keterangan status perkawinan 

B : Belum kawin 
S : Kawin 

P: Pernah Kawin 

Keterangan Status Disabilitas 
| : Tuna Daksa 
2 : Tuna Netra 
3 : Tuna Rungu/ Wicara 
4: Grahita 

5 : Disabilitas lainnya 

  

          

  

  ye
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PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA sewa KECAMATAN ec 0ssssanssasa 
KABUPATEN GORONTALO 

Kb wave DOSA: saseterana KOBE: syunsnnnksns Kab. Gorontalo ......... 

NO, “EIPi sin ocssanasusa Eee esa 
  

BERITA ACARA 

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH 

Pada hati ini, sa. CANYAL es » BULE awsniyerea 3 KABUR: pns esei : 

bertempat di sin , telah dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan 

anggota BPD dalam rangka penetapan Daftar Pemilih sesuai Wilayah 

Pemilihan dan Pemilih Perempuan pada pemilihan anggota BPD ....... 

CAM see (tahun pemilihan anggota BPD). 

Bahwa Daftar Pemilih yang ditetapkan tersebut berasal dari 

dokumen Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan kepada 

masyarakat selama 14 (empat belas) hari dari tanggal ..... sampai dengan 

tanggal ...... , serta telah dimuktahirkan berdasarkan masukan masyarakat. 

Pada pokoknya Daftar Pemilih dimaksud berisi daftar pemilih yang 

memenuhi ketentuan : 

a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 

(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah, 

bh. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, 

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan n 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

G. Berdomisili di Wilayah Pemilihan bersangkutan, dan 

e. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia. 

Selanjutnya Daftar Pemilih tersebut menjadi dasar pengambilan 

Perwakilan Pemilih yang memiliki hak memilih anggota BPD pada 

pemilihan anggota BPD tahun ........... (tahun pemilihan anggota BPD). 

Daftar Pemilih dimaksud sesuai yang terlampir. 

  Dl msi) SippA riAsUF 
  

         



Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk 

dapat digunakan semestinya. 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

        
  
    

            
  

  

Stempel Sa Yaa ttd ttd Ttd 
Remilihan 

“Nama Nama Nama Nama 

ttd ttd ttd ttd ttd 

Nama — Nama Nama Nama Nama 

As 1 1 SEKpA TWABUPI 
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PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA sasa KECAMATAN isis 

KABUPATEN GORONTALO 
Elvis samakan DESA ass KEL aninite senam Kab. Gorontalo ......... 

NO: TIP: mann anis SBO esai nesarsasan 

  

DAFTAR PEMILIH 
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

      

  

  

  

  

  

  

                        
  

DSA Lecocewea TAHUN, tenan 

WILAYAH PEMILIHAN: .......... / PEMILIH PEREMPUAN 

ro” ig ca STATUS | . 
NO. TEMPAT TGL JENIS 

NO NAMA NIK PERKAWINAN DUSUN | DISABILIT | KET 
KK LAHIR LAHIR aa KELAMIN L/P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ditetapkan di........ (nama Desa) 

Pada ... (tgl), ........ (bin), .....(thn) 
PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA 

Ketua, Sekretaris, 

Panitia 
Ttd Pemilihan ttd 

keterangan status perkawinan 
B: Belum kawin 

S : Kawin 

P : Pernah Kawin 

Keterangan Status Disabilitas 
1 : Tuna Daksa 
2 : Tuna Netra 

3 : Tuna Rungu/Wicara 

4: Grahita 
5 : Disabilitas lainnya 

WABUP 

   

  

  Pera         
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BENTUK SEGEL 

7 cm 

     

  

    

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BPD............. 

TAHUN ......... 

10 cm Flim, 

  
Keterangan : 

1) Segel dibuat dari kertas stiker yang tipis yang permukaannya tidak licin 
serta memiliki daya rekat tinggi 

2) Segel berarsir dengan arsir berwarna abu-abu 

3) Bingkai segel menggunakan 2 (dua) buah garis yang tipis 
4) Segel wajib diparaf/ tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan 
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FORMAT 13 

    

PENGESAHAN SEGEL 

Segel yang digunakan dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa 

An apa CAN seacara Adalah berbentuk sebagai berikut 

  

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BPD. ........... 

TAHUN ......... 

Ketua, Sekretaris, 

    

  

Ditetapkan di......... (nama Desa) 

Pada... (tel), coroc. (bln as (thn) 

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA 

Sekretaris,    
Panitia 

Ttd Pemilihan ttd 

so.occcoracrocanan ..oreercarocmanuaa 

Keterangan : 

Segel yang sudah dicetak, ditempel dalam surat pengesahan kemudian 

diberi stempel 
- Stempel harus mengenai sebagai segel dan mengenai sebagai kertas 

  

  WABUP 
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PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA senin KECAMATAN isviseco01vnisona 

  

BERITA ACARA 

PENGAMBILAN PERWAKILAN PEMILIH 

Pada hari ini, ......... tanggal 

bertempat di Wen , telah dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan 

anggota BPD dengan pembahasan pencuplikan/pengambilan Perwakilan 

Pemilih untuk pemilihan anggota BPD tahun ....... (tahun pemilihan 

anggota BPD) untuk setiap Wilayah Pemilihan dan untuk Perwakilan 

Perempuan. Rapat Panitia Pemilihan ikut dihadiri oleh Kepala Desa, 

Anggota BPD, masyarakat serta dari unsur Kecamatan atas nama 

Ae ai ia B | Gene, GB sena nina perangkat Kecamatan) 

sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir. 

Pengambilan Perwakilan Pemilih dilaksanakan sesuai dengan tata 

cara yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ... Tahun .... 

Tentang Pemilihan anggota BPD yang dilakukan dengan cara : 

1. MENENTUKAN JUMLAH PERWAKILAN PEMILIH 

a. Wilayah Pemilihan 1 

Jumlah Pemilih sebanyak ...orang. 

Jumlah Perwakilan Pemilih - ... (jumlah pemilih) : 100 X 10 

Jumlah Perwakilan Pemilih - ... orang. 

b. Wilayah Pemilihan 2 

Jumlah Pemilih sebanyak ... (jumlah pemilih) orang. 

Jumlah Perwakilan Pemilih - ... (jumlah pemilih) : 100 X 10 

Jumlah Perwakilan Pemilih - ... orang. 

c. Perwakilan Perempuan 

Jumlah Pemilih Perempuan sebanyak ... orang. 

Jumlah Perwakilan Pemilih - ... (jumlah pemilih) : 100 X 5 

Jumlah Perwakilan Pemilih - ... orang. 

2. MENENTUKAN INTERVAL PENGAMBILAN PERWAKILAN PEMILIH 

a. Wilayah Pemilih 1 

Interval - ... (jumlah pemilih dalam daftar pemilih) : (jum'ah 

  WS 1 SEKDA Kasur 
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perwakilan pemilih) 

hiterval £ ... jika angkanya pecahan, bulatkan ke atas) 

Wilayah Pemilih 2 

Interval & ... jumlah pemilih dalam daftar pemilih) : (jumlah 

perwakilan pemilih) 

Interval - ... (jika angkanya pecahan, bulatkan ke atas) 

Perwakilan Perempuan 

Interval # ... jumlah pemilih dalam daftar pemilih perempuan) . 

((umlah perwakilan pemilih) 

Interval s ... Gika angkanya pecahan, bulatkan ke atas) 

3. PENGUNDIAN 

Pengundian dilakukan dengan cara : 

2. Menyediakan alat/bahan : 

Alat/ bahan yang disediakan 

i. Kotak kardus/kotak yang tidak tembus pandang dan terbuka 

bagian atas, 

2. Bola tenis meja yang baru sebanyak Z0 (dua puluh) buah: dan 

3. Spidol 

Langkah-langkah pengundian 

1) Setiap bola tenis meja dari keseluruhan bola tenis meja ditulis 

1 (satu) angka, yakni dari angka 1 sampai dengan angka 20 

2) Penulisan angka pada bola tenis meja menggunakan spidol: 

3) Bola teris meja dimasukan dalam kotak kardus: 

4) Kotak kardus di kocok ulang-ulang dengan posisi kardus 

berada di atas kepala (tidak terlihat): 

5) Berdasarkan kesepakatan rapat ditunjuk 1 orang, yakni atas 

nama ... (nama orang yang ditunjuk) untuk mengambil salah 

satu bola tenis rneja dalam kotak kardus 

6) Pada saat pengambilan bola tenis meja tersebut orang 

mengambil bola tenis meja dan orang yang memegang kotak 

kardus sama sekali tidak melihat bola tenis meja yang diambii. 

(soka-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai 

uengan angka 6) dilakukan untuk setiap Wilayah Pemilihan dan 

untuk Perwakilan Perempuan. 

Berdasarkan langkah-langkah pengundian tersebut diperoleh 

angka pada bola tenis meja sebagai angka undi untuk pengambilan 
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Perwakilan Pemilih, yakni : 

1) Wilayah Pemilihan 1 

Angka undi adalah ... (angka undi) 

2! Wilayah Pemilihan 2 

Angka undi adalah ... (angka undi) 

3) Perwakilan Perempuan 

Angka undi ... (angka undi) 

4. Pengambilan Perwakilan Pemilih 

&. 

Cc. 

Wilayah Pemilihan 1 

Karena angka ... (argka undi) yang terundi, maka Pengambilan 

Perwakilan Pemilih untuk nomor urut awal diambil dari nama 

pemilih dalam Daftar Pemilih yang berada dalam nomor urut ..... 

(angka undi). Selanjutnya Perwakilan Pemilih yang diambil adalah 

kelipatan ....... (angka inteval) sehingga nama Perwakilan Pemilih 

yang terambil adalah pemilih dergan nomor urut 

dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam FORMAT DAFTAR 

PERWANILAN PEMILIFL untuk Wilayah Pemilihan t. 

Wilayah Pemilihan 2 

Karena angka ..... (angka undi) yang terundi, maka pengambilan 

Perwakilan Pemilih untuk nomor urut awal diambil dari nama 

pemilih dalam Daftar Pemilih yang berada dalam nomor urut ..... 

(angka undi). Selanjutnya Perwakilan Pemilih yang diambil adalah 

kelipatan ....... (angka inteval) seningga nama Perwakilan Pemil'h 

yang terambil adalah pemilih dengan nomor urut 

dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam FORMAT DAFTAR 

PERWAKILAN PEMILIH untuk Wilayah Pemilihan 2. 

Perwakilan Perempuan 

Karena angka ..... (angka undi) yang terundi, maka pengambilan 

Perwakilan Pemilih untuk nomor urut awal diambil dari nama 

pemilih dalam Daftar Pemilih yang berada dalam nomor urut ..... 

(angka undi). Selanjutnya Perwakilan Pemilih yang diambil adalah 

Kelipatan ....... (angka inteval) sehingga nama Perwakilan Pemilih 

yang terambil adalah pemilih dengan nomor urut 

dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam FORMAT DAFTAR 

PERWAKILAN PEMILIH untuk Perwakilan Perempuan. 

  

BI SMPD AS | SEKDA WABUF 
  yr Ia           
  

 



PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

  

        

  

  

            

| 2 ya ttd ttd Ttd 
emilihan 

NI — Nama Nama Nama Nama 

- DN — 

| ttd ttd ttd ttd ttd 

| Nama Nama Nama Nama Nama 

SAKSI-SAKSI 

sococcorecanananaunannaan 

  

  

WABUPF 
  

         



DESA 

dita Desa 

  

FORMAT 15 
      

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

....u... KECAMATAN 
KABUPATEN GORONTALO 

KE ena Kab. Gorontalo ......... 

oo. orununa 

Wo Tlp) seutas H EOII aaa aan 

  

DAFTAR PEMILIH 
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

  

  

  

  

  

  

                              
  

DESA........:: TAHUN a5s1se1 

WILAYAH PEMILIHAN: .......... / PEMILIH PEREMPUAN 

| NO. TEMPAT TGL SEREN JENIS 
NO NAMA NIK PERKAWINAN DUSUN DISABILIT KET 

KK LAHIR LAHIR B/8/P KELAMIN L/P 

1 

- cad 

4 - 

- IA 

: ma 1 

Ditetapkan di......... (nama Desa) 

Pada... (Gl), acc... (bin), ..... (thn) 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN 

keterangan status perkawinan 
B : Belum kawin 

S : Kawin 

P : Pernah Kawin 

Keterangan Status Disabilitas 
: Tuna Daksa 

: Tuna Netra 

: Tuna Rungu/Wicara 
: Grahita 

: Disabilitas lainnya N
b
 
O
N
 

— 

PERMUSYAWARATAN DESA 

so.oocoooooorororanananana 

    

        

  

Ketua, Sekretaris, 

Stempel 

Panitia 
Ttd Pemilihan ttd 

soemo oromemanun mu. arnnunauana 

  

  

  

  

            

2Ip 1 Ye ai



  

FORMAT 16 
      

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA oi. KECAMATAN «oo...» 

NO: TIP ants55tnnnas 2 BDNOII SL eeeecomeratars san 

  

KEPUTUSAN 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

so.ooooooocorccccnua 

NOMOR ... TAHUN ........ 

TENTANG 

PERWAKILAN PEMILIH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......... 

Menimbang :a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan 

Bupati Gorontalo Nomor .... Tahun ...... tentang 

Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, 

disebutkan Perwakilan Pemilih pada pemilihan 

anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan 

oleh Panitia Pemilihan: 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 

sebgaimana dimaksud pada huruf a, Panitia 

Pemilihan dalam rapat Panitia Pemilihan tanggal 

Pa telah menetapkan Perwakilan Pemilih untuk 

setiap Wilayah Pemilihan dan untuk 

PerwakilanPerempuan, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan anggota 

Badan Permusyawaratan Desa tentang Perwakilan 

Pemilih: 

  

skpD| xs1 | S WABUP 
  

          
 



Mengingat 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang esa 

(Lembaran Negara Renubtik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495): 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Ncmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679): 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321): 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89), 

ig
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89): 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 18 

  

  

Kaeow ISMDI AS1 | SEKPA |WaBur| 
KIT 

5 
           



Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Nomor 195): 

7. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ..... Tahun ..... 

tentang Pemilihan Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalc Tahun ...., Nomor ...., Tambahan Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor.....): 
Memperhatikan : Berita Acara rapat Panitia Pemilihan anggota tanggal 

banana membahas pengambilan Perwakilan Pemilih: 

MEMUTUSKAN 

Meuasropkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERWAKILAN 

PEMILIH 

KESATU . Perwakilan Pemilih pada pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa ............ Tahun ........ sesuai 

yang tercantum dalam Daftar Pemilih Perwakilan 

(FORMAT ..... ) sebagaimana terlampir yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keputusan ini. 

KEDUA . Keputusan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di (nama Desa) 

Pada (rgi), (blnj, (thn) 

KISTUA PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LT 2 

/ Stempel ) Ttd 
Panitia 

Pemilihan 

  

yxs 1) Spy pas Si 
  AS &         
  

 



  

  
FORMAT 17 

    

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA me nintonan KECAMATAN coco coco 

NO: Tp4: snenbistt na » EMAil? ....... oo o.o. 

  

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

Nomor : (no.surat) Kepada 
Sifat : penting Yta. Kepala Desa woo. 
Lamp. :3 (tiga) berkas Di — 
Hal : Rencana Biaya pemilihan Tempat. 

Dengan hormat, 

Bahwa pada tanggal ...... Panitia Pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa telah menetapkan Perwakilan Pemilih untuk 

pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai yang ditentukan 

dalam Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ....... tentang Pemilihan Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa. 

Untuk itu dengan ini kami sampaikan Daftar Perwakilan Pemilih 

dimaks:id sebagaimana terlampir dalam surat ini, yang terdiri atas 

dokumen: 

l. Berita Acara pengambilan Perwakilan Pemilih, 

2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa Nomor .... Tahun ... tentang Perwakilan 

Pemilih:dan 

3. Daftar Perwakilan Pemilih (FORMAT ...). 

Demikian, terima kasih. 

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

         

  

Ketua, 

Ttd 

Sekretaris, 
Stempel 

Si ttd 
Panitia 

Pemilihan 
...oroooooc.cocarunsrsan———————— Aeon esusunanunanunanannaa 

Tembusan Yth: 

1. Yth. Kepada Dinas PMD, di limboto, 

2. Badan Permusyawaratan Desa. ..., di..., 

3. Arsip. 

  

WABuF 
  

pare 13 

        K
p
 

   



  

  

  
FORMAT 18 

    

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA kesana KECAMATAN irasi sx 
KABUPATEN GORONTALO 

Ui meena DES am... KEb5 resa ssmanar Kab. Gorontalo ......... 

NO, Dip iasnanana 3 Binal? ass isoesaan 

  

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

  

    

Kepada 

Yth. Camat...... 

Di - 

Tempat, 

SURAT PENGANTAR 

Noor “aa 

No. Ka Pn Yang Banyaknya Keterangan 

1. (Surat Panitia Pemilihan | 1 (Satu) Lampiran : 
anggota BPD buah 1. Berita Acara pengambilan 

Pa AN NN Naa Perwakilan Pemilih 

Nobi 2. Surat Keputusan Panitia 

Perihal : Perwakilan Pemilihan anggota BPD 

Pemilih Nomor ... tahun ... tentang 

perwakilan Pemilih, dan 

3. Daftar Perwakilan Pemilih 

(FORMAT....).         
    

Diterima TATBBAI 1.5 seinananssn nana 

Penerima : Pengirim : 

Panwas KETUA PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA 

  

         

  

Stempel 

Panitia 
ttd 

Pemilihan 

enunananaananaan nana Na Lana ana eanenenenanann anna 

  

  

  

aa S3 ks 1 | sekpa |wABup 

» v da.             
 



  

FORMAT 19 
      

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

  

DESA sarana caca KECAMATAN wc...» Woo. 
KABUPATEN GORONTALO 

(III, sn yesebetar DESA heaneisisa:n KEC. serneo1peranene Kab. Gorontalo ......... 
NO. Tlp. ....oooW####. AMA. orevesasanahan 

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

Kepada 

Nomor : (no. surat) TI, oo sawsin (nama Perwakilan 

Pemilih) 

Sifat : Penting Di - 

Lamp. :- Tempat. 

Hal : Pemberitahuan sebagai 

Perwakilan Pemilih 
  

Dengan Hormat, 

Sesuai Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2018 tentang BPD dan 

Peraturan Bupati Gorontalo No. ... Tahun .... tentang Pemilihan anggota BPD 

bahwa yang berhak menggunakan hak suara adalah Perwakilan Pemilih yang 

diambil dari Pemilih melalui pengundian obyektif. 

Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan pengundian yang 

dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang ikut disaksikan oleh para pihak yang 

berwenang, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara/Bpk/Ibu : 

  

NAMA 'TGL LAHIR “L/P ALAMAT 
  

      
  

Terpilih sebagai Perwakilan Pemilih yang berhak memilih anggota BPD untuk 

Wilayah Pemilihan .../Perwakilan Perempuan pada Pemilihan anggota BPD 

sains tahun ...... yang akan diselenggarakan pada hari ......., tanggal ....... 

Untuk itu diharap Saudara/Bpk/Ibu dapat mengikuti sosialisasi Calon serta 

menggunakan hak suara dalam Pemilihan anggota BPD dimaksud. 

Demikian, terimah kasi. 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Sekretaris, 

Panitia ttd 
Pemilihan 

  

  

  
SEKOA (WABUP | G IskeD) Asi | Stisg 

             



  

FORMAT 20 
      

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA “iieswisna KECAMATAN coco... 
KABUPATEN GORONTALO 

UNI apn Desa KE: aa Kab. Gorontalo ......... 
NG Ipa Emi: Lia asia 

  

BERITA ACARA 

PENETAPAN CALON 

PADA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DARI nita 

@ Pada hati Ini, sii tanggal ........... » DIA sa 2 TAMU aa 

bertempat MI siaran rawan , telah dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan 

anggota BPD dalam rangka penetapan Calon anggota BPD pada pemilihan 

anggota BPD ....... (nama Desa) tahun .......... (tahun pemilihan). 

Bahwa sebelumnya Panitia Pemilihan telah mengumumkan dan 

membuka pendaftaran Calon anggota BPD selama ........ jumlah hari 

pendaftaran) hari dari tanggal ......... (tgl, bin, thn) sampai dengan 

tanggal ...... (tgl, bln, thn). Dalam masa pendaftaran tersebut telah mendaftar 

dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan dokumen persyaratan calon 

sebanyak ....... (jumlah bakal Calon) Calon. Selanjutnya Panitia Pemilihan 

melakukan penelitian terhadap persyaratan Calon meliputi penelitian 

“ pemenuhan kelengkapan administrasi syarat Calon serta klarifikasi 

keabsahan administrasi syarat Calon yang dilakukan dalam jangka waktu 21 

(dua puluh satu) Hari, yakni dari tanggal dari tanggal ......... (tgl,biIn,thn) 

sampai dengan tanggal...... (tgl, bin, thn), serta telah mengumumkan kepada 

masyarakat pelaksanaan penelitian tersebut guna memperoleh masukan dari 

masyarakat. Disamping itu Panitia Pemilihan telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk mendorong dan mengajak masyarakat dari unsur 

perempuan untuk ikut mecalonkan. 

Berdasarkan hasil penelitian pemenuhan kelengkapan administrasi 

syarat Calon serta klarifikasi keabsahan administrasi syarat Calon tersebut 

pada hari ini Panitia Pemilihan menetapkan calon Calon yang memenuni 

persyaratan adalah : 

  

TT seroa Twasur| 
3 LK 0 
  

         



1. Wilayah Pemilih 1 
- 
| 
| 
  

No | NAMA TGL LAHIR/UMUR| L/P ALAMAT 
  

(
e
a
 1x 

ds 

v
i
 

  

  

mean nantnsn nh g— yaa 

t| 
          
  

2. Wilayah Pemilih 2 
  

  

    
  

          
    

3. Perwakilan Perempuan 

No| N 
(1 

2 

dst 

Selanjutnya Calon setiap Wilayah Pemilihan dan Perwakilan Perempuan itu 

diundi 

Suara. 

dalam rangka penetuan urutan penempatan Calon dalam Surat 

Adapun cara pengundian dilakukan sebagai berikut: 

a. Menyediakan alat/bahan : 

a. 

b. 

Cc. 

Kotak kardus/kotak yang tidak tembus pandang dan terbuka bagian 

atas, 

Bola tenis meja yang baru paling banyak sejumlah Calon terbanyak 

dalam Wilayah Pemilihan. 

Spidol. 

b. Langkah-langkah pengundian 

a. Setiap bola tenis meja dari keseluruhan bola tenis meja ditulis | 

(satu) angka, yakni dari angka 1 sampai sampai dengan angka yang 

sama dengan jumlah Calon dalam Wilayah Pemilihan. 

. Penulisan angka pada bola tenis meja menggunakan spidol, 

c. Bola tenis meja dimasukan dalam kotak kardus, 

. Kotak kardus di kocok ulang-ulang dengan posisi kardus ber ada di 

atas kepala (tidak terlihat), 

Berdasarkan kesepakatan salah satu anggota Panitia Pemilihan, 

yakni atas nama ............. (nama orang yang ditunjuk) untuk 

mengambil salah satu bola tenis meja dalam kotak kardus, 

No NAMA TGL LAHIR/UMUR| L/P ALAMAT 

25 4 

  
  

8 1 | SRKDA 
    

        

WABUP | 
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f. Pada saat pengambilan bola tenis meja tersebut orang mengambil 

bola tenis meja dan orang yang memegang kotak kardus sama sekali 

tidak melihat bola tenis meja yang diambil. 

Langka-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 

huruf f dilakukan untuk setiap Wilayah Pemilihan. 

Berdasarkan langkah-langkah pengundian tersebut diperoleh angka 

pada bola tenis meja sebagai angka untuk urutan penempatan Calon dalam 

Surat Suara, yakni: 

a. Wilayah Pemilihan 1 

| 

— ——— —— 

ks 2 

3 

dst   
b. Wilayah Pemilhan 2 

  

Nomor 

1 
PI 

— NAMA CALON 

  

| 3 
    dst   
  

c. Perwakilan Perempuan 
  

Nomor NAMA CALON 
  

  

  

      
  

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk 

dapat digunakan semestinya. 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

  

  
  

  
  

  
    

  

ttd Ttd | 

| 
—— Nama —— Nama | 

WABUP SKPPT JAS 1 | SEKDA | 
  

      
  

  

  

 



  

  

            

  

  

ttd ttd ttd ttd ttd 

| Nama Nama Nama Nama Nama | 

SAKSI-SAKSI 

9 IswPoTyas 4 | sekoa jwansup! 
"TX hh - | 

          
 



  

  
FORMAT 21 

    

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

DESA 11, KECAMATAN 
KABUPATEN GORONTALO 

BE. anna Desa 44. KEC. nh. Kab. Gorontalo ......... 
NO. ph nana EM naa 

KEPUTUSAN 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

TENTANG 

PENETAPAN CALON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA... 

Menimbang -a. bahwa sesuai ketentuan Pasai 30 Peraturan Bupati 
Gorontalo Nomor ... Tahun .... tentang Pemilihan 
Anggota Badan Permusyawaratan LCesa, disebutkan 
bahwa Calon Badan Permusyawaratan Desa yang 
memenuhi syarat ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, 

h. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 
sebgaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan 
telahmelakukan penelitian terhadap persyaratan Calon 
meliputi penelitian pemenuhan kelengkapan 
administrasi syarat Celon dan klarifikasi keabsahan 
administrasi syaratCalon: 

c. bahwa berdasarkan hasil penelitian pemenuhan 
terhadap persyaratan Calon sebagaimana dimaksud 
pada huruf c, Panitia Pemilihan pada rapat tanggal 
telah menetapkan Calon serta telah menetapkan urutan 
Calon: 

  

    

  

' B : EH Ok Ta bp Perpo psr PESpp ten 
LI LC        



d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaiamana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf Cc, perlu 

menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan anggota 
Badan Permusvawaratan Desa tentang Penetapan Calon: 

Mengingat 1 1. Lindang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lemkaran Negara Republik Indonesia Tahun 20814 

Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495j: 

N3
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

'idonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Nesara Republik Indonesia Nomor 9587) 

sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia “ahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679), 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

PemerimtahNomor 11 Tahur 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 201!4tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomer 41 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321), 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negera 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89), 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 18 

KG Isepp JrAS 1 | SEHGA | WAbur| 
A LI HL 
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Memperhatikan : 

Menetapkan 

KESATU 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Nomor 195), 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun 

tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun ..... 

Nomor ...., Tambahan Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Nomor.....), 

Berita Acara rapat Panitia Pemilihan tanggal 

tentang penetapan Calon dan penetapan urutan Calon. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILHAN ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN 

CALON. 

Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa pada 

pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa 

Gemes tahun ......., beserta nomor urut Calon adalah : 

a. Wilayah Pemilihan 1 
  

NAMA 

  

        
b. Wilayah Pemilihan 2 

Nomor 

1 

2 

3 

dst 

c. Perwakilan Perempuan 
  

. Nomor NAMA 

  

      

  

  
  

  

    

D) 981 | sega |waBup 

le 
       



KEDUA Keputusan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di (nama Desa) 

Pada (tgl), (bin), (thn) 

KETUA PANITIA PEMILIHAN 

se AA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Stempe 

Nan 
Pemilihan 

ar aa jm lara BAN GAAT Gaon ha 

  

SepoI AS 1 | SEKDA wasurl 
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PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA. ore was KECAMATAN evan yeainoneran 
KABUPATEN GORONTALO 

dna Pesat... KOM keenam Kab. Gorontalo ......... 

NO: TIP. sp aeeeawewowa ERA ieianetuowenaa 

  

BERITA ACARA 

PENETAPAN SURAT SUARA 

Pada hari ini, sasis tanggal ......... & BO “gr iwmsan TARUNG ewean 5 

bertempat di ......... , telah dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan anggota 

BPD dalam rangka penetapan Surat Suara pada Pemilihan anggota BPD 

Perma (rara Desa) tahun ......... (tahun pemilihan anggota BPD). Rapat 

Panitia Pemilihan tersebut ikut dihadiri oleh para Calon sebagaimana yang 

tercantuin dalam Daftar Hadir. 

Bahwa pada tanggal .......... (tanggal penetapan Calon) Panitia 

Pemilihan telah menstapkan Calon Serta menetapkan urutan Calon. 

Selanjutnya berdasarkan urutan Calon tersebut serta sesuai foto Calon yang 

telah diserahkan oleh Calon Kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan 

telah membuat desain Surat Suara yang berisi nama dan foto Calon untuk 

setiap Wilayah Pemilihan. Desain Surat Suara tersebut telah pula diperiksa 

oleh para Calon utamanya tentang pemasangan foto dan penulisan nama 

Calon dalam Surat Suara serta pada tanggal ........... (tgl konsultasi) telah 

pula dikonsultasikan kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa PemdaKabupatenGorontalo. Kemudian Surat Suara tersebut telah 

dicetak pada tanggal........ (tanggal pencetakan). 

Selanjutnya, hari ini Surat Suara tersebut disahkan dengan jumlah 

untuk setiap Wilayah Pemilihan adalah: 

1. Wilayah Pemilihan 1 

I. Surat Suara " wan (jumlah surat suara) lembar, 

Il. Surat suara tambahan 5Y6 : Lo... (jumlan surat suara) 

lembar,dan 

Il. Surat Suara Cadangan N mens (umlah surat suara) lembar. 

2. Wilayah Pemilihan 2 

I. Surat Suara T Mean (jumlah surat suara) lembar, 

Il. Surat suara tambahan 5Y0 : sanacasaaa (jumlah surat suara) 

lembar:dan 

  

S289 Iskep| hs 1 | sekpa |wABUP 
  

           



UI. Surat Suara Cadangan Gan (jumlah surat suara) lembar. 

3. Perwakilan Perempuan 

Ii. Surat Suara 5 Sensus (jumlah surat suara) lembar, 

II. Surat suara tambahan 5Y60 : Lao. (jumlah surat suara) 

lembar,dan 

Ill. Surat Suara Cadangan  #answmpaneae jumlah surat suara) lembar. 

Contoh Surat Suara setiap Wilayah Pemilihan tersebut sebagaimana 

terlampir dalam Berita Acara ini. 

Bahwa contoh Surat Suara yang menjadi lampiran Berita Acara terdiri 

1 (satu) lembar untuk setiap Wilayah Pemilihan dan Perwakilan Perempuan 

tidak termasuk dalam jumlah Surat Suara yang disebutkan dalam angka 1 

sampai angka 3 diatas. 

Adapun sisa Surat Suara yang tidak terpakai pada yang disebutkan di 

atas telah dimusnahkan hari ini juga.   
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk 

dapat digunakan semestinya. 

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA 

  

  

      
  

  

  

5 - ttd ttd Ttd 
Remilihan 

LL. -“Nama Nama Nama Nama 

ttd ttd ttd ttd ttd 

Nama Nama Nama Nama Nama             
  

SAKSI-SAKSI 

"no." cc aacamanan””———————”/O.......cocunurusanauana 

  

mUkom | Skpo (yas 1 J sexpa Iwasup 
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PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DEA ses KECAMATAN esa vansissansnna 
KABUPATEN GORONTALO 

bp AE PE DES sasaran KEG. siwa Kab. Gorontalo ......... 

NO, MPa 2 EIMA: session nasa 
  

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

Kepada 

Nomor (no. surat) IUD: oo sudkai Inama Perwakilan 

Pemilih) 

Sifat : Penting Di - 

Lamp. :- Tempat. 

Hal : Panggilan Perwakilan Pemilih 
  

Dengan Hormat, 

Dengan ini Panitia Pemilihan anggota BPD memanggil : 
  

  | ... NAMA” TGL LAHIR L/P ALAMAT 
      | 
  

“WILAYAH PEMILIHAN .../ PERWAKILAN PEREMPUAN 
  

untuk menggunakan hak suara dalam pemungutan suara pada pemilihan 

anggota BPD yang akan diselenggarakan pada : 

Hari/tanggal : ....... (hari), .... (tgl), ...(b!), 

..(thn) Waktu : Pukul 08.00 s/d 12.00 

Tempat | ika (nama tempat) 

Dalam menghadiri pemungutan sura WAJIB MEMBAWA SERTA SURAT 

PANGGILAN INI.. 

Demikian, terimah kasi. 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

coco. corco.oanaunanan 

        

  

Ketua, Sana Sekretaris, 

Ttd Panitia ttd 
Pemilihan 

coouusenuananannan NG Pfe0enenununununanann 

    $ Diksi SEKpA |wasup,   
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PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA -sessisss KECAMATAN werersarovensenss: 
KABUPATEN GORONTALO 

JIN Desa .............. KE sesama Kab Gorontalo ......... 

No: Tlp in SEMOK Seeriaitnroravases 

  

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

TANDA TERIMA 

PANGGILAN PERWAKILAN PEMILIH 

NO es amatun 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

DA irma ka 

Umur nanas 

Nama tersebut adalah Perwakilan Pemilih bersangkutan/orang dewasa 

serumah dengan Pemilih Perwakilan bersangkutan. (ditulis sesuai yang 

menerima surat panggilan Perwakilan Pemilih)   Telah menerima Surat Panggilan Perwakilan Pemilih: 

| NAMA TGL LAHIR L/P | ALAMAT | 
bo ma 
| . 
L | 

  

  

    — | 
WILAYAH PEMILIHAN .../ PERWAKILAN PEREMPUAN 

untuk menggunakan hak suara dalam pemungutan suara pada pemilihan 

  

  

  anggota BPD ........... tahun... yang akan diselenggarakan pada : 

Hari/tanggal :  ....... (hari), .... (tgl), ...(bl), ....(thn) 

Waktu : Pukul 08.00 s/d 12.00 

Tempat Oo mata (nama tempat) 

YANG MENERIMA 

ttd 

SAKS! PENYERAHAN YANG MENYERAHKAN, 

SURAT PANGGILAN PANITIA PEMILIHAN 

ttd ttd ttd 

RR ar na ne 

  

  

    

5 SKPPIYAS 1 | Sexoa (wasup 

               



PANITIA PEMILIHAN 
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ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
Keannng usa KECAMATAN siiviwssiciciiinan 
KABUPATEN GORONTALO 

JI san DESA iueensnsan KBM. woman Kab. Gorontalo ......... 

NG: Tip: sem PGN ac enen as osata 

  

I. PANITIA PEMILIHAN 

DAFTAR HADIR PANITIA PEMILIHAN DAN SAKSI 

DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMIIHAN 

ANGGOTA BADAN PEMURSYAWARATAN DESA 

  

No Nama Tanda Tangan 

  

1 

  

2 

— 
  

  

4 

  

| dst       
  

Il. SAKSI 

No 
1 mia 

Nama Tanda Tangan 

  

  

  

  

        
  

  

  

KABAG 
| ya SKPD | WS 1 | SIKOA |evacur 

Er           
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PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA iss: KECAMATAN .......oocow#.o.om 
KABUPATEN GORONTALO 

Jl esa DESA sen KG: sena uana Kab. Gorontalo ......... 

NO: Tlp sana p BMA? enitonsanisas 
  

DAFTAR HADIR 

PERWAKILAN PEMILIH DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMIIHAN 

ANGGOTA BADAN PEMURSYAWARATAN DESA mo... 

Hari/Tgl Dean 

Tempat PN dan psen 2unan 

  

No. Urut Daftar 

      

  

  

  

            

| 4 

No. | Perwakilan Nama L/P| Tanda Tangan 
Pemilih 

ge Maja — 
Be Ba SA aa aa 

3 
4 

dst 
  

  

| Jumlah seluruh Perwakilan Yang Hadir | 
  

  
  es

 
z2

 
an KS 0 Ws 1 | sekoa & EK WABUP 
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RINCIAN PEROLEHAN SUARA 

PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMIJSYAWARATAN DESA 

WILAYAH PEMILIHAN .../ PERWAKILAN PEREMPUAN 

I PEROLEHAN SUARA CALON 
  

  

  

  

  

  
  

      
                              
  

  

  

  

    

“——T RINCIAN PEROLEHAN SUARA JUMLAH TIAP 1 
NAMKCALON TT2TarsITsT 7 8 9g Tio BARIS JUMLAH 

(Nama Calon) (ditulis dengan 

huruf) 

. : ditulis dengan | (Nama Calon) (ditulis dengan 

huruf) 

| 

Dat... (ditulis dengan 

huruf) 

II. SUARA SAH AN TIDAK SAH 

N | RINCIAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH JUMLAH “ 
| jomlasi TIAP JUMLAH 

| Na BAPIS 
LA | suara TIDAK - 

ii Tebal dengan 
| huruf)                       

  

  

  

    

  

  

! Io TT hn Tn (ditulis dengan huruf) NN “751 

| | JUMLAH SELURUH “IT ! 
|. SUARA SAH DAN —mah | | 

2 SELURUH SUARA | 
| TIDAK SAH | 
| AB | : Ha (ditulis dengan huruf) ag: 

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN 

Ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd | ttd 

  

                Nama | Nama | Nama | Nama | Nama | Nama | Nama | Nama | Nama 
  

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI 

ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd Ttd 
  

  

                  Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama 
  

    

  

  
Korom | S 2 sEkpa Iwasup 

t 
“aa aan yag 

                

 



    

  

  

  

                      
  

ttd ottd | ttd | ttd ttd ttd ttd ttd | Ttd | 

” Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama 

ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd ttd Ttd 

Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama 

Keterangan : 

Format 8 kertas Plano ini dapat menggunkan 

kecil 61 cm X 86 cm. 

kertas dengan ukuran paling 

  

  
  

          

Fe
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BERITA ACARA 

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA 
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

kiyun 

Dan aan Panitia Pemilihan mengadakan pemungutan dan perhitungan 
suara pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa... 
tahun ...... , bertempat di: 

Dusun 

Desa 

Kecamatan 

Pemungutan dan perhitungan suara pemilihan anggota Badan 
Permusyawaratan Desa diselenggarakan dengan kegiatan: 
A. KEGIATAN PEMUNGUTAN SUARA 

Kegiatan pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan yang 
dimulai pukul... s/d pukul... waktu setempat, meliputi: 
|. Mengumumkan jumlah Perwakilan Pemilih setiap Wilayah Pemilihan 

dan Perwakilan Perempuan serta memberikan daftar Perwakilan 
Yemiih kepada Saksi Calon: 

2. Membuka setiap kotak suara dan memperlihatkan kotak suara 
dalam keadaan kosong sesaat sebelum pemungutan suaradimulai, 

3. Memberikan penjelasan kepada Perwakilan Pemilih mengenai proses 
dan tata cara pemberian suara dalain TPS. 

BB. KEGIATAN PENGRITUNGAN SUARA 

Kegiatan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan 
yang dimulai pukul ... s/d pukul ... waktu setempat, meliputi: 
1. Menghitung dan mencatat Perwakilan Pemilih yang memberikan 

Suara berdasarkan Daftar Perwakilan Pemilih. 
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak 

terpakai/tidak digunakan. 

3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan 

  

    

kita IKPD 1) SEKDA IwaAsup 
IA               

  

 



Cc. 

oleh Perwakilan Pemilih karena rusak /keliru dicoblos. 

Menghitung dan mencatat sisa surat suara. 

Menghitung dan mencatat jumlah surat suara digunakan yang 

berisi suara sah dan suara tidak sah. 

HASIL PENGHITUNGAN SUARA 

1, Wilayah Pemilihan 1 

a. Data Perwakilan Pemilih dan Pengguna Hak Pilih 
    

—— URAIAN LK PR JUMLAH 
  

1) DATA PERWAKILAN PEMILIH 
  

   Jumnlah Perwakilan Pemilih 
  

2) | PERWAKILAN PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH 
  

| Jumlah Perwakilan Pemilih 

ar 
| 
- 
| 
-           | yan 8 menggunakan hak suara 

  

b. Data Penggunaan Surat Suara 

0 In — URAIAN 
  

        

  

Jumlah Surat Suara 
TE 

| JUMLAH | 

  

  

Jumlah Perwakilan Pemilih yang menggunakan hak 
  

| Jumlah Surat Suara yang dikembalikan Perwakilan 

Pemilih karena rusak/keliru dicoblos 
    

| Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan /tidak 
    Jumlah Surat Suara yang digunakan         
  

c. Data Perolehan Suara Calon 
  

No. NAMA SUARA SAH 
  

1 (nama Calon) 
  

(Ditulis dengan huruf!) 
  

(nama Calon) 
  

2 (Ditulis dengan hurut) 

  

(nama Calon)     
  

dst (Ditulis dengan huruf)       

  

  

  
WABU 

  

    aa      



2. Wilayah Pemilihan 2 

3. 

: 
LS 
| 

a. Data Perwakilan Pemilih dan Pengguna Hak Pilih 
    

| — URAIAN LK PR JUMLAH 
  

1) | DATA PERWAKILAN PEMILIH 
  

Jumlah Perwakilan Pemilih 
  

2) | PERWAKILAN PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH 
    Jumlah Perwakilan Pemilih             | | yang menggunakan hak suara |     
  

b. Data Penggunaan Surat Suara 
  

URAIAN 
  

Jumlah Surat Suara | 
  

Jumlah Perwakilan Pemilih yang menggunakan hak 

JUMLAH | 

  

Jumlah Surat Suara yang dikembalikan Perwakilan 
| 
| Pemilih karena rusak/keliru dicoblcs 
  

Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak 

  

    Jumlah Surat Suara yang digunakan       
  

c. Data Perolehan Suara Calon 
  

No. 
  

  1 — (nama Calon) 

  

- Nan (nama Calon) | f. 

  

  

(nama Calon) 
  

  

dst (Ditulis dengan huruf)   
  

Perwakilan Perempuan 

a. Data Perwakilan Pemilih dan Pengguna Hak Pilih 

NAMA SUARA SAH. 

(Ditulis dengan huruf) 

2 (Ditulis dengan huruf) 

  

  

  

                

  

|   

        
  

  

  

URAIAN LK PR JUMLAH 

1) | DATA PERWAKILAN PEMILIH | 

Jumlah Perwakilan Pemilih Udi 

2) | PERWAKILAN PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH 

jga. aga jas 1 | sexoa Jwasup 

vb TX             
 



| .. “Jumiah bewakiAn Penilia” an. r "TT i —— 59 “ 

| yang menggunakan hak suara po | po 

b. Data Penggunaan Surat Suara 

  

  

: “URAIAN — Poumuan : demi Burak Suara ena Ea ana mhn . 

: Jumlah Perwakilan Pemilih yang rnenggunakan hak t Tj 
| Jumlah Surat Suara yang dikembalikan Perwakilan “11 
: Pemilih karena rusak/keliru dicoblos | 
      

    
| Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan /tidak | |   Jumlah Surat Suara yang digunakan 

  

c. Data Perolehan Suara Calon 

: No, |   
Pe — —— 

| 

(nama Calon) 

  

NAMA SUARA Sah 

(Ditulis dengan hurut) ' 

»2 | Na (Ditulis dengan hu rui) Pon on —. enno mana —ma : (nama Calon) | 
dst — AA ing dengan huruf) | 

Bahwa dalam pemungutan suara dan penghitungan suara beberapa 
saksi telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan terkait 
pelaksaraan pemgutan dan penghitungan suara. Terhadap keberatan saksi 
yang marerinya menurut Panitia Pemilihan memiliki relevansi dan memiliki 
dasar yang kuat, Panitia Pemilihan telah me.akukan pembentulan saar itu 
tiga. Sedangkan atas keberatan saksi yang menurut Panitia Pemilihan 
unteriakg lidak relavan atau tidak memilki dasar yang kuat Panitia 
Fenalihan — tidak menindaklanjutinya. Keberatan yang tidak dapat 
citindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan tersebut materi keberatan dituangkan 
dalam FORMAT .... Yang ditandatangani oleh saksi yang mengajukan 
keberatan dan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan. Jika ada keberatan 
saksi, paragraf tersebut dicantum kan) 

    

  
  

            

nusum | SKPD | WS 1 | SKA Iwasup 

 



Bahwa dalam pemungutan suara dan penghitungan suara tidak 

terdapat keberatan saksi. (Jika tidak ada keberatan saksi yang dimuat 

dalam FORMAT ..., paragraf tersebut dicantumkan). 

Bahwa selain itu dalam pemungutan dan penghitungan suara 

terdapat kejadian khusus yang perlu dicatat oleh Panitia Pemilihan sesuai 

yang tercantum dalam FORMAT 

tersebut dicantumkan) 

(Jika ada kajadian khusus, paragraf 

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk 

dapat digunakan semestinya. 

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA 
  

  

      
  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

——— 
ttd ttd Ttd | 

1 Nama Nama Nama | 
ai Hn ana semasa 8. Ka A4 

ttd ttd ttd ttd 

Nama Nama Nama Nama 

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI 

P ai 

| ttd ttd ttd ttd ttd | 

(— Nama Nama Nama Nama Nama | 

| ttd ttd ttd ttd ttd | 

In Nama Nama Nama Nama Nama 

5 Dan angan 

| ttd ttd ttd ttd ttd 
: | po 0 0 | 

— Nama Nama Nama Nama Nama | 

hs1 | sexpa |waBup 
  

  

zp 
        

 



  

FORMAT 31 
      

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI 

PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

0... arar 

"race 0accocannean amankan nana neana kenakan nee a nenen enakan nana nan na nana una an nana nana nana na nana nana naa nan aa 

#...ocooooooocomcocococconananunanranannna nana ana nana ana na nana nana nana nana naa nana nana nana nanann nana 

"ancam occocorcooocoocoeruunananusununnaraanauananeanusananaaaananuaanaaaanana nana aaa aa ana ana nana naa aa ana 

....ooocorococcoocoococanasanuuruuuannuunananananananann naa nana naa ana nun nan nan aa nana nan na anna nana anna 

0. ocorcererecunurrekareuanannnnnananann aan nanKea kanan eaaaaanan nan anaaaaaan anna anna n ana an ana a Naa naa 

s.owocomocoooocoooococaKannununsanunnansannnnnaannnannanann nana nana aaanasanaanawun ana naa nana anna nana aa 

penvevenennanera nk enenaaeasunKanesen aan nana ana anasanasana nasa casan ananaa gan una nanas nana ann agunan ana 

sec oocomoooorrruanaununnrananaaraneaana nasa aanennananuauaanaa ana na nana nana nana na san aan anna anna ana nana nana 

so.oocorocoranareruuunanuranananseKunuuanaaanaaanununeKanannaanaasanaaaaaananaa kake naaaaaaa Kanan nana nuanuana an 

soo arangarannanunareraenaneaaananaa nana an aan nan Kerana Ran n naa e RaR nana nee nana 

ana (nama Desa), ... (tgl), ... (bin), ... (thn) 

SAKSI KETUA 

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN PANITIA PEMILIHAM ANGGOTA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

      
    

  

Stempel 
Panitia 

Pemilihan 

.oocooocoronanuuuuun 
coco ococoacanaa 

  

WABUP 
  

           



  

  
FORMAT 32 

    

CATATAN KEJADIAN KHUSUS 

PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

cor. arana 

te00n00occoroooo. Ko nnrnna rana anna nana Kann na nana an anus n nana nana nana nun apaan aaana nana gan aan aa 

pon enee tenan Kemen rekanan ear ana nee an nan nun n akan nenen nanas nana na naa anna nanas aaa naa anananana nana 

"0... canananunusunuanannnanananannannaaaaa nana aannanan anna nan nana n sana aaaaaannunanaa ana 

"0 0eneanenunaa ea Keaeaaaaeaanaaananananaaa na nan nana nana nana na nan ana ana anna nana nana nana na nana ne an aan nana nana 

snorcororcororoanunununsasunananannranunnaananannraan anna aaaanananaaanaa anna aan aanannannanananananaanunannana na 

s0coceeaneneee nenen nenen neneena ken na rana aan nana nee nana enek en anakanak nan anna nana nana nana 

senaeneneanenea nenen ee eKeneerenunananu kanan aauuauananaKanuunaaanaaanananuuaua aan uKan naa u nana auanan an 

"eooocorararnaunananaanaaunanaanaananan arena nak ana anna anaaaanananana nas unan anna auanaaaaananaa aan anananananan naa 

...ooococcocococococoananuunnsusuanussusnsnsanannuuruanaanaru nana rena anna nana na nana nanan aan ena nanu nana 

senen (nama Desa), ... (tgl), ... (bin), ... (thn) 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

soo ococco.comococcanuunan 

      
    

  

  

  

Ketua, Sekretaris, 
Stempel 

Ttd Panitia ttd 
Pemilihan 

Keras | sxeo ms 1 J sexpa Iwasup 
Alv k            



..... 

TANDA TERIMA 

  

  
FORMAT 33 

    

PENYERAHAN SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN 

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA 

emovocooorraaa 

..c..onaranun 

bulan ......ccccanurunuuua tahun 

Saksi berupa 1 (satu) rangkap Salinan Berita Berita Acara Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pemilihan anggota BPD ........ 

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI 

...u.. 

  

P
a
n
 

  

    

    

    
  

  

  

  

          
  

  

  

ttd ttd ttd ttd ttd | 

| Nama To Nama ag TC | Nama Tn “Nama | Nama 

ttd ttd ttd ttd ttd | 

— Nama Nama | Nama Nama |” Nama | 
pm an Dansa 

| Yaa 5 eta PAPAN | 

ttd i ttd | ttd ttd ttd | 
| | 

Nama ” Nama | Nama Nama Nama | 

Sa — | 
ttd ttd ttd ttd ttd | 

—— Nama Nama Nama Nama Nama 

HO: D| S1 | sg9oa Iwasup 

Ft            



Pada hari ini 

BERITA ACARA 

  

  
FORMAT 34 

    

PENETAPAN CALON TERPILIH 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ............. 

UNTUK MASA JABATAN 

TAHUN cone: SAMPAI DENGAN TAHUN ......... 

... tanggal ... bulan ... tahun .. bertempat di ... Panitia 

Pemilihan telah mengadakan rapat Panitia Pemilihan dalam rangka penetapan 

Calon Terpilih anggota BPD ... untuk masa jabatan tahun ... sampai dengan 

tahun ... 

Bahwa pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan anggota 

BPD tahun telah diselenggarakan pada tanggal ... Pada 

pemungutansuara tersebut telah diperoleh hasil suara untuk masing-masing 

Calon sesuaiWilayah Pemilihan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Anggota BPD ........ Tahun 

1. Wilayah Pemilihan1 
  

  

  

  

  

  

        

No. NAMA CALON PEROLEHAN SUARA 

i (nama Calon) 

(Ditulis dengan huruf) 

(nama Calon) 
2 

(Ditulis dengan huruf) 

(nama Calon) 
dst —— 1 —, 2 

(Ditulis dengan huruf)     

2. Wilayah Pemilihan 2 

| No 

1 

  

! 

| 
| 

| 
ian mn meta ai —. — 0 Tam Ra 

, 

| 

NAMA CALON 

  f 1 
PEROLEHAN SUARA 

  

(nama Calon) 
  

(Ditulis dengan huruf) 
  

(nama Calon)     (Ditulis dengan huruf | 

  

  

    

END et SEKDA IWAbup 
   



(nama Calon) 
dst .— tan bekam     

  | h (Ditulis dengan huruf) 
am memama2 HN LAA N NE LA He NA Kat maa 
  

3. Perwakilan Perempuan 
  

— pa 

| No.! NAMA CALON PEROLEHAN SUARA | 
  

(nama Calon) 

(Ditulis dengan huruf) | 
  

(nama Calon) 
  

  

(nama Calon) 
dst —   
      

(Ditulis dengan huruf) 

(Ditulis dengan huruh 
  

Sedangkan sesuai hasil penyelesaian permasalahan pemilihan anggota 

BPD oleh Camat tidak terbukti terjadi permasalahan pelanggaran pemilihan 

yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Calon. 

(Dalam hal terdapat permasalahan pemilihan yang diselesaikan oleh Camat 

akan tetapi tidak terbuk tiadanya pelanggaran, maka paragraph tersebut 

ditulis seperti itu. Akan tetapi jika pelanggaran tersebut terbukti sesuai 

keputusan Camat, maka paragraph tersebut materinya harus disesuaikan 

sesuai hasil penyelesaian atas Keputusan Camat). 

Berdasarkan perolehan suara setiap Calon tersebut, maka ditetapkan 

Calon Terpilih untuk setiap Wilayah Pemilihan. Olehnya dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1), dan ayat (3) Peraturan Bupati 

Gorontalo Nomor ... Tahun ...... tentang Pemilihan Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, yang menyebutkan Calon yang memperoleh suara 

terbanyak pertama, kedua dan seterusnya dari perhitungan jumlah suara 

sah ditetapkan sebagai Calon terpilih sesuai jumlah alokasi kursi anggota 

BPD di Wilayah Pemilihan bersangkutan, dan 1 (satu) orang Calon yang 

memperoleh suara terbanyak pada pemilihan Perwakilan Perempuan 

ditetapkan sebagai Calon terpilih. Maka Panitia Pemilihan menetapkan Calon 

Terpilih pada pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa tahun ......... 

yang akan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa......... untuk masa 

jabatan tahun ....... Sampai dengan tahun .......... adalah sebagai berikut: 

  

WABUP 
  

Pa DJ Ms 1 I SEKoA 
ta            



a. Wilayah Pemilihan 1 

1. nencevenanses05m...... (nama Calon Terpilih) 

2. dst.. 

b. Wilayah Pemilihan 2 

1. sec... (nama Calon Terpilih) 

2. dst.. 

c. Perwakilan Perempuan 

Ti cwovsinnnnsan ......«« (nama Calon Terpilih) 

Selanjutnya hasil penetapan Calon terpilih ini akan disahkan 

melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Terpilih. 

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk 

dapat digunakan semestinya. 

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN 
  

  

  

    
  

  

  

ttd ttd ttd Ttd | 

Nama — | Nama — Nama — Nama 
aa P 1 mua —E —i Pan ka 1 Bana an 

| ttd ttd ttd ttd ttd 

- Nama Nama Nama Nama Nama 01         
  

  

  

(ingat Togo 1 ad 

           



  

FORMAT 35 
      

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA. wanna KECAMATAN ox.» moon 

KABUPATEN GORONTALO 

pb toniitawinsa DESA sa co0cieesa KOR sana Kab. Gorontalo ......... 

NO: "Elp5 mom menasa PN 2 LA AN KE 

  

KEPUTUSAN 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

..ococorororecernanana 

TENTANG 

PENETAPAN CALON TERPILIH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA sa... 

Menimbang ..a. bahwa pemungutan dari penghitungan 

suarapemilihan anggota Badan Permusyawaratan 

sisanya telah diselenggarakan pada tanggal............: 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1), dan ayat 

(3) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ... Tahun ..... 

tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa, disebutkan Calon yang memperoleh suara 

terbanyak pertama, kedua dan seterusnya dari 

perhitungan jumlah suara sah ditetapkan sebagai 

Calon terpilih sesuai jumlah alokasi kursi anggota 

BPD di Wilayah Pemilihan bersangkutan, dan 1 (satu) 

orang Calon yang memperoleh suara terbanyak pada 

pemilihan Perwakilan Perempuan ditetapkan sebagai 

Calon terpilih, 

  

    
      

Ba Dj Asi | Sewa JWASUP 
Xx        



21, 
- 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana 
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan 

Calon Terpilih: 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Momer 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
sudonesia Nomor 540985): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan 

Lembaran Negara RepubEk Indonesia Nomor Ss8yi 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahar Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679): 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indanesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43  Tanun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321), 

  

  

          
Nuksh (Spot ps1 | sEKpA JwaBuri 
7 x v £ 

LP MMMrA.a -  



Memperhatikan 2, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89), 

Peraturan Daerah Ixabupaten Gorontalo Nomor 15 

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 18 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo Nomor 195), 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ..... Tahun... 

tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun ..... 

Nomor ...., Tambahan Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Nomor ..... Ya 

Keputusan Camat ......... Nomor ..... Tahun ........ 

tentang Penyelesaian Permasalahan Pemilihan 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa ................ 

Tahun co. , (Ketentuan ini dicantumkan jika 

terdapat Keputusan Camat dimaksud) 

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

Berita Acara rapat Panitia Pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa tanggal ............. tentang 

penetapan Calon Terpilih anggota Badan 

Permusyawaratan Desa untuk masa 

jabatan tahun ........ sampai dengan tahun 

  

WABUP 
  

      

Kosam | SKPD) NS 1 - 

         



MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN 

CALON TERPILIH 

KESATU : Menetapkan Calon Terpilih pada pemilihan 

anggotaBadan Permusyawaratan Desa ................ 

untuk masa jabatan tahun ........ sampai dengan 

BANI ses wes sange: , masing- masing: 

a. Wilayah Pemilihan 1 

Lu seowsinsasssseya . (nama Calon Terpilih) 

2. dst.. 

b. Wilayah Pemilihan 1 

Ja ia (nama Calon Terpilih) 

2. dst.. 

c. Perwakilan Perempuan 

Lo sanowanane SAEE NN anaanan (nama Calon Terpilih) 

KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di (nama Desa) 

Pada (tgl), (bin), (thn) 

KETUA PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

       
    

Stempel 
Panitia 

Pemilihan 

..ocoocccccarranuuusuasuuaaa 

  SKapI (ms 1 | SEKDA | WABUP 
  

            
 



  

FORMAT 36 
      

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA erariunnnag KECAMATAN eror. o.oooro 
KABUPATEN GORONTALO 

Jln, san DESA sesi KER5 snsuan Kab. Gorontalo ......... 

NO: Tlpsssisn. 5 BIDAN binasa 

  

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

  

Kepada 

Nomor : (no. surat) Yth. Kepala Desa ............ 

Sifat : Penting Di - 

Lamp. - Tempat. 

Hal : Laporan Hasil Pemilihan. 

Dengan Hormat, 

Bahwa pemungutan dan penghitungan suara pemilihan anggota 

Badan Permusyawaratan Desa ........... tahun ....... telah dilaksanakan pada 

tanggal sisnscsear Berdasarkan pemungutan dan penghitungan suara 

tersebut Panitia Pemilihan telah menetapkan Calon Terpilih anggota Badan 

Permusyawaratan Desa pada tanggal ........... selanjutnya sesuai ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ... Tahun 

. tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, bahwa calon 

anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih disampaikan oleh Panitia 

Pemilihan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon 

anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. 

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan 

Calon anggota BPD terpilih sebagaimana tercantum dalam dokumen yang 

terlampir dalam surat ini, yakni: 

l. Berita Acara tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa....... Tahun....... : 

2. Berita Acara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa ...... untuk masa jabatan tahun ..... sampai 

dengan tahun ...... , dan 

3. Surat Keputusan Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan 

  

KABAG | SKPD las 1 | SEMDA WABUP z     

  

             



Desa Nomor ... Tahun ...... tentang Penetapan Calon Terpilih. 

Demikian laporan hasil pemilihan ini disampaikan. mohon kiranya 

dinndakilanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Sekretaris, 

ttd 

  

      
    

  

Ketua, 

Ttd 
Stempsi 
Panitia 

Pemilifan 

Tembusan : 
|. Yth. Bupati Gorontalo, d! Limboto: 
4. Kepala Dinas PMD. di Limbeto: 

BL CAMAT di 

eh Arsip   

  WABUP| 
  

KABAG | skep h51 | SEKDA 
n 

          | 
  

 



  

  

FORMAT 37 
      

  

  
    
  

PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

ESA: “nia nawanaas KECAMATAN weeeisesaninnnnnan 
KABUPATEN GORONTALO 

JIN nanas WES ini esa KEL» asean Kab. Gorontalo ......... 
NO: TIP: sesnswsan Emi Pesan 

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

Kepada 

Yth. Kepala Desa...... 

Di - 

Tempat, 

SURAT PENGANTAR 

NOO £ ac... kanan 

No. | en adan Yang Banyaknya Keterangan 

1. (Surat Panitia Pemilihan | 1 (Satu) Lampiran : Na 

anggota BPD buah 1. Berita acara tentang Pemungutan 

Ikomaessamnuan ema dan penghitungan suara 

No... Pemilihan anggota Badan 

Perihal : Laporan Hasil Permusyawaratan Desa ......... 

Pemilhan Tahun ......... , 

Diterima tanggal 

Penerima : 

soo ocoooomcocococonecana 

w Berita Acara tentang Penetapan 

Calon Terpilih Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa sisa 

untuk masa jabatan tahun ...... 

sampai dengan tahun....... :dan 

3. Surat Keputusan Panitia 

Pemilihan anggota Badan     
Pengirim : 

KETUA PANITIA PEMILIHAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

  

         

  

Stempel 

Panitia 

Pemilihan .ourenuunununnannuaunnana 

  

    

( Karag T skep hai 2 WABUP 
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PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESA senen KECAMATAN ciee 

  

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

Kepada 

Nomor : (no. surat) Yth. Cetat.verin inna 

Sifat : Penting Di - 

Lamp. : 1 (satu) berkas Tempat. 

Hal : Laporan Hasil Pemilihan. 

Dengan Hormat, 

Bahwa Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa 

na tahun ....... telah menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada 

Kepala DESA seseressin melalui surat Panitia Pemilihan No .......... , tanggal 

PA Perihal: Laporan Hasil Pemilihan. Selanjutnya sesuai ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ... Tahun 

.. tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, bahwa Calon 

anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih yang disampaikan oleh 

Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa, cleh Kepala Desa laporan hasil 

pemilihan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk 

chresmikan oleh Bupati. 

Sehubungan dengan laporan hasil pemilihan tersebut, dengan ini 

melalui Camat ........ disampaikan kepada Bupati Gorontalo Calon anggota 

Badan Permusyawaratan Desa terpilih sebagaimana sesuai surat Panitia 

Pemilihan (terlampir). 

Demikian laporan hasil pemilihan ini disampaikan, mohon kiranya 

ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kepala Desa........... 

p0c.occococuneenanananana 

Tembusan : 

1. Yth. Bupati Gorontalo, di Limboto, 

2. Kepala Dinas PMD, di Limboto, 
3. Arsip. 

  

srpp| ps1 | sekpa |waBur 
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PANITIA PEMILIHAN 
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
IE anna asa KECAMATAN wisssssn sn 

KABUPATEN GORONTALO 

JII ente DESA ss KEGu ins sasa Kab. Gorontalo ......... 

NO: Pp nia PBMANI sana 
  

(nama Desa), (tgl), (bin), (thn) 

    
  

          
  

Kepada 

Yth. Camat...... 

Di — 

Tempat, 

SURAT PENGANTAR 

NOIOOF £ oreo cera0eenena near 

(No | Jenis Dokumen Yang Pbua | aan 

'- Dikirim Pe # 

Surat Kepala Desa dinas: 

| No Kanan 1 (Satu) Surat Panitia Pemilihan Anggota 

Perihal: Laporan Hasil buah BPD NG ana g tanggal eat 

$ Perihal : Laporan Hasil Pemilihan 
Pemilhan 

| 

Diteriria Tangga ma maa 

Penerima : Pengirim : 

Ttd ttd 

  

G IskeoT As1 | SpyDA |WABUP 
      

              

 



  

FORMAT 40 
      

BERITA ACARA 

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI 

  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Lk. 

MASA JABATAN TAHUN .... SAMPAI DENGAN TAHUN ......., 

Pada hari Ini LM... tanggal oo bulan 

tahun 

Daan knaa aan. bertempat di ..........., saya, Nama kk. (nama 

Bupati/ Pejabat yang ditunjuk), oo. (nama jabatan), berdasarkan 

Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing: 

  
l. Nama... (nama saksi, ........ (nama jabatan), 

2. Nama... (nama saksi), ........ (nama jabatan), dan 

IL NAMA al (nama saksi), ...... (nama jabatan). 

celah mengambil sumpahjjari Anggota Badan Permusyawaratan Desa ....... 

Yung uan ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

Nara Tahtat..... tentarw 

La tanggal... masing-masing: 

ban (nama anggota BPDJ: 

Do naga (nama anggota BPD), 

Io aan Inama anggota BPD): dan 

IL dst 

Dalam pengambilan sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa tersebut didampingi rohaniwan: 

lh nanaananaaa (nama rohaniwan) bagi yang beragama Islam, 

Do nana (nama rohaniwan) bagi yang beragama Kristen, dan 

3. dst 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengangkat 

sumpah /janji rersebut mengucapkan sumpah /janji sebagai berikut: 

"Demi Mlahl Tuhan, sayu bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi 

kesunban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan 

seba huiktasa Sejujurnuturnya, dan seadi-adilnya, bahwa saya akan 

  

  

KABAG | GKpD Ks1 SEKDA YeRBUP 

| Kw             

   



selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai 

dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- 

lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 

Demikian berita acara pengambilan sumpah/janji ini dibuat dengan 

sebenar-benarnya untuk dapat digunakan semestinya. 

YANG MENGAMBIL SUMPAH 

Sengansnnaa (nama jabatan) 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

YANG MENGANGKAT SUMPAH 

Is: mama (nama anggota: BPD) me... (ttd) 

II 2 (nara anggota BPD): s.o.o.oo.oo.m. (ttd) 

Ob eren (nama: anggota: BPD) w.asenisitenisssosene (ttd) 

4. dst 

soo orocoreranuuuanganaaa 

..corooococoraruruanunanananuna 

Ttd ttd ttd 

senananennannaa aan mmc o.rrancanan 0 co.cco.ocanuuna 

BUPATI GORONTALO 

( NAMA ) 

  sepol mS1 | SEKBA wani 
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